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Kata Pengantar

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha segala-
nya. Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada keluarga,
sahabat, dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung
penulis. Sehingga buku ini bisa selesai dan berada di tangan pembaca
saat ini.

Kita semua tahu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di
Indonesia dimulai per 1 Januari 2014 dengan target mencapai UHC
pada tahun 2019. Di mana setiap warga negara wajib masuk menjadi
Peserta BPJS. Penyelenggaraan JKN di Indonesia masih sangat baru
dan rentan terhadap berbagai masalah, seperti masalah kepesertaan,
iuran, integrasi jaminan kesehatan daerah ke JKN, dan masalah pada
pelayanan kesehatan.

Namun, dalam pelaksanaannya, program ini justru memberat-
kan masyarakat terutama yang memiliki tingkat perekonomian me-
nengah ke bawah. Karena pendapatan yang terbatas membuat ke-
sadaran akan membyar iuran pun berkurang. Kebanyakan cenderung
memilih untuk tidak membayar iuran karena kebutuhan hidup yang
juga menuntut untuk dipenuhi. Buku ini akan membahas lebih dalam
terkait jaminan kesehatan nasional ditinjau dari perilaku masyarakat
dalam membayar iuran.

Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat memberikan
manfaat untuk masyarakat luas, terutama akademisi dan pemangku
kebijakan.

Penulis
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BAB |
Kepesertaan JKN

mengadakan pertemuan dengan agenda “Sustainable Health
Financing, Universal Coverage and Social Health Insirance”
yang hasilnya menyepakati dan memperkenalkan agenda pencapaian
Universal Health Coverage (UHC). UHC bertujuan memberikan jamin-
an pembiayaan kesehatan dan kelayakan pelayanan kesehatan ke-
pada seluruh penduduk dunia dalam rangka mencapai kesehatan un-
tuk semua (WHO, 2005, 2010). Pencapaian UHC bagi seluruh negara
menjadi salah satu indikator dari tujuan ke-3 Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) yang dimulai tahun 2016 yang menggantikan
Millenium Developement Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015,
yaitu Ensure Healty lives and promote well-being for all at all ages
(WHO, 2015).
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dimu-
lai per 1 Januari 2014 dengan target mencapai UHC pada tahun 2019,
di mana setiap warga negara wajib masuk menjadi Peserta BPJS

P ada tanggal 25 Mei 2005, World Health Organization (WHO)
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(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Perpres Tentang
Jaminan Kesehatan, 2013; Undang-undang tentang Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial, 2011). Kepesertaan BP]S Kesehatan meliputi pe-
serta Penerima Bantuan luran (PBI) dan keluarga yang iurannya di-
tanggung oleh negara dan daerah, PNS, dan TNI POLRI dan keluarga,
Pekerja Penerima Upah (PPU) dan keluarga yang dibayar oleh pem-
beri kerja dan dirinya sendiri, serta Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU)/ mandiri dan keluarga yang iurannya ditanggung oleh diri-
nya sendiri (Perpres Tentang Jaminan Kesehatan, 2013). Data per 27
Januari 2017, total peserta yang terdaftar sebagai peserta JKN di
Indonesia berjumlah 172.968.076 orang, yang terdiri dari peserta
PBI APBN (91,1 juta), PBI APBD (15,8 juta), PNS (13,3 juta), TNI (1,5
juta), Polri (1,2 juta), PPU BUMN (1,3 juta), PPU BUMND (161 ribu),
Swasta (23,6 juta), PBPU/ Mandiri (20 juta), dan Bukan Pekerja (5
juta) (BP]S Kesehatan, 2017).

Kabupaten Muna merupakan salah satu Kabupaten yang be-
rada di Pulau Muna Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk Kabupaten
Muna tahun 2014 sebesar 208.916 orang (46.199 rumah tangga), dan
meningkat pada tahun 2015 menjadi 211.622 orang (46.690 rumah
tangga) (BPS Muna, 2014, 2015). Dalam kurun waktu tersebut, ter-
jadi peningkatan jumlah penduduk miskin, yaitu 41,32 ribu orang
(14,46%) pada tahun 2014 dan menjadi 44,48 ribu orang (21%)
pada tahun 2015, dengan pengeluaran perkapita sebesar
Rp7.742.000,- pada tahun 2016 (BPS Muna, 2014, 2015, 2016Db).

Sebagian besar penduduk Kabupaten Muna telah masuk dalam
kepesertaan BP]S Kesehatan, yaitu sebanyak 84,92% dari total pen-
duduk pada tahun 2015 (211.622 jiwa) (BPJS Kesehatan KC Baubau,
2016a; BPS Muna, 2015). Kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten
Muna merupakan yang terbesar di wilayah kerja Kantor Cabang (KC)
BPJS Baubau, yaitu 179.728 orang pada tahun 2015 dan 187.106
orang pada tahun 2016 atau 33% dari jumlah peserta KC BPJS
Baubau yang berjumlah 535.432 peserta tahun 2015 dan 566.284 pe-
serta pada tahun 2016 (BPJS Kesehatan KC Baubau, 2016a). Data pe-
serta BP]S Kesehatan Kabupaten Muna per segmen kepesertaan pada
tahun 2015 adalah PBI APBN (132.615 peserta), PBI APBD (8.205
peserta), PPU (31.703), PBPU/ Mandiri (2.342 peserta), BP (8.205
peserta). Jumlah peserta BP]S Kesehatan di Kabupaten Muna mening-
kat pada tahun 2016, kecuali pada segmen PBI APBD, yaitu PBI APBN
(138.383 peserta), PBI APBD (8.170 peserta), PPU (32.287), PBPU/
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Mandiri (3706 peserta), BP (8.170 peserta) (BPJS Kesehatan KC
Baubau, 2016a).

Penyelenggaraan JKN di Indonesia masih sangat baru dan ren-
tan terhadap berbagai masalah, seperti masalah kepesertaan, iuran,
integrasi jaminan kesehatan daerah ke JKN, dan masalah pada pela-
yanan kesehatan (Nosratnejad, Rashidian, & Dror, 2016; Spaan et al,,
2012; Thabrany, 2015). Hal ini juga banyak terjadi pada negara-
negara berkembang yang baru memulai penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan secara Nasional. Beberapa masalah yang sering muncul
pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada negara-
negara berkembang adalah rendahnya rasa solidaritas, masyarakat
sehat menganggap iuran terlalu mahal, kesiapan fasilitas kesehatan
dan komitment pemerintah daerah (Carrin, Waelkens, & Criel, 2005).
Doetinchem, Schramm, and Schmidt (2006) juga mengidentifikasi
masalah yang sering muncul pada penyelenggaraan JKN di negara
berkembang adalah banyaknya penduduk miskin, rendahnya ke-
mampuan membayar iuran dan tingginya jumlah pekerja sektor non
formal.

Salah satu masalah yang terjadi pada penyelenggaraan JKN
saat ini di Indonesia adalah adanya mismatch antara total penerima-
an iuran dengan jumlah biaya manfaat yang harus dikeluarkan untuk
membiayai pelayanan kesehatan dari peserta (Moeloek, 2016). Pada
tahun 2014, total penerimaan BP]S Kesehatan dari seluruh segmen
penerimaan sebesar Rp40,72 triliun sedangkan biaya manfaat yang
harus dibayarkan ke tempat pelayanan kesehatan adalah sebesar
42,66 triliun rupiah dengan rasio klaim mencapai 104,76%. Begitu
pula pada tahun 2015, penerimaan iuran sebesar 52,78 triliun
Rupiah, sedangkan biaya manfaat JKN yang harus dibayarkan adalah
sebesar 57,08 triliun Rupiah, dengan rasio klaim sebesar 108,16%.
Dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan selisih dari tahun 2014 ke
tahun 2015 sebesar 3 triliun rupiah. Beban biaya manfaat terbesar
berasal dari pembiayaan penyakit katastropik mencapai 29,7 % dari
total biaya manfaat yang dikeluarkan (Moeloek, 2016).

Tingkat kolektibilitas iuran pada segmen peserta mandiri
merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan kolektabilitas
iuran pada segmen kepesertaan yang lain. Secara nasional, kolekta-
bilitas iuran segmen peserta mandiri pada tahun 2015 hanya men-
capai 50,29% dari total peserta (13.741.394 peserta). Persentase ini
masih sangat rendah jika dibandingkan dengan segmen kepesertaan
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yang lain, yaitu PBI (100%), Eks PNS, TNI/ Polri (98,96%), PPU
Badan Usaha (84,86%) dan Integrasi Jamkesda (83,30%) (Togar,
2015). Persentase kolektabilitas iuran pada segmen peserta mandiri
dapat mengalami penurunan, mengingat sejak 1 April 2016, terjadi
kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta mandiri
terutama pada Kelas [ dan Kelas I, yaitu pada ruang perawatan kelas
II sebelumnya Rp42.000 menjadi Rp51.000 dan pada ruang
perawatan kelas I sebelumnya Rp59.500 menjadi Rp80.000. (Per-
aturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, 2016).

Permasalahan kolektabilitas iuran segmen peserta mandiri
juga merupakan masalah utama dalam pelaksanaan JKN di Kabupa-
ten Muna. Dalam kurun waktu tahun 2015-2016, kolektabilitas iuran
segmen peserta mandiri di KLOK Muna mengalami tren kenaikan
tetapi tidak mencapai 50%, atau lebih rendah dari rata-rata nasional
(50,29% tahun 2015). Pada tahun 2015, persentase kolektabilitas
iuran BPJS mandiri terendah di Kabupaten Muna terjadi pada bulan
Januari (23,42% dari 1.806 peserta) dan tertinggi pada bulan
Agustus (hanya 32,2% dari 2.250 peserta) (BPJS Kesehatan KC
Baubau, 2016b). Sedangkan pada tahun 2016 kolektibilitas iuran
BP]S mandiri yang terendah terjadi pada bulan Maret (32,53% dari
2.815 peserta) dan yang tertinggi terjadi pada bulan Juni (44,75%
dari 3.140 peserta). Data terakhir persentase keloktabilitas iuran
peserta Mandiri di Kabupaten Muna kembali menurun pada bulan
November, yaitu 43,52% dari 3.706 peserta (BPJS Kesehatan KC
Baubau, 2016b). Artinya, lebih dari setengah peserta BPJS Kesehatan
Mandiri di Kabupaten Muna tidak membayar iuran setiap bulannya.
Data BPJS Kesehatan KC Baubau (2016b) menunjukkan sebagian be-
sar penunggak iuran BPJS di Kabupaten Muna tidak membayar iuran
selama 1 bulan hingga yang terbanyak selama 7 bulan (72,77%/
1953 peserta) dari total penunggak pada tahun 2016 (2.684 peserta).
Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah peserta BP]S Mandiri Kabu-
paten Muna telah diberhentikan sementara jaminan layanan keseha-
tannya dan baru aktif kembali setelah peserta membayar seluruh
tunggakan (Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Per-
aturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
2016).
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Peserta BPJS Mandiri adalah setiap orang yang bekerja atau
berusaha atau risiko sendiri (Perpres Tentang Jaminan Kesehatan,
2013). Definisi di atas menunjukkan bahwa setiap pilihan yang di-
lakukan oleh peserta berhubungan dengan kepesertaan dan pem-
bayaran iuran JKN berdasarkan pada pertimbangan sendiri termasuk
dalam hal pendaftaran menjadi peserta dan pembayaran iuran
(Thabrany, 2015). Masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta
asuransi didorong oleh persepsi kemungkinan risiko yang dihadapi,
misalnya sakit yang diderita oleh individu atau anggota keluarga
dengan pertimbangan kemampuan ekonomi yang dimiliki (Molla &
Fentahun, 2014).

Telah dilakukan kajian untuk melihat penyebab rendahnya
tingkat keteraturan membayar iuran pada segmen peserta Mandiri.
Kajian Model Pengumpulan iuran Program JKN Pada Kelompok Pe-
serta PBPU Tahun 2015 menunjukkan setidaknya ada 10 alasan
terbesar yang menyebabkan segmen mandiri tidak rutin membayar
iuran, yaitu penghasilan yang tidak menentu (23,6%), malas meng-
antre (15,8), lainnya (ATM sering offline, lama proses membayar dan
lain-lain (16,5), lupa (12,8%), kecewa dengan pelayanan BPJS dan
faskes (6,8), sibuk (5,6), biaya iuran terlalu tinggi (5,2%), tidak sering
sakit, kalau sakit cukup beli obat di warung (4,1), kesulitan men-
jangkau tempat pembayaran (3,4%), dan anggapan bahwa, kalau
tidak sakit, merasa bahwa uang hilang begitu saja (2,7%) (Togar,
2015).

Berdasarkan profil penunggak iuran peserta PBPU/ mandiri,
sekitar 2/3 penunggak merupkan peserta yang mendaftar ketika
sakit. Lebih dari % penunggak merupakan peserta perawatan kelas
[1I. Penunggak relatif berpendidikan menengah, usia produktif, kawin
dan pembayar utama wanita. Lebih dari 34 penunggak yang mem-
bayar sendiri dan hampir %2 nya merupakan peserta yang membayar
lewat ATM (Togar, 2015).

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan
perilaku masyarakat peserta BP]S Mandiri adalah menggunakan pen-
dekatan perilaku konsumen. Perilaku konsumen menunjuk pada
suatu proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli,
membayar, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca kon-
sumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi
kebutuhannya (Schiffman & Kanuk, 2004). Model dan faktor yang
memengaruhi perilaku konsumen telah diidentifikasi oleh beberapa
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ahli, misalnya Schiffman and Kanuk (2004) membagi perilaku konsu-
men pada 3 bagian besar yaitu Input (usaha pemasaran perusahaan/
bauran pemasaran dan lingkungan sosial budaya), proses (proses
pembuatan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor psikologi) dan
output (perilaku paska beli, meliputi evaluasi, percobaan dan
membeli/ membayar kembali).

Kotler and Armastrong (2001) menyatakan bahwa perilaku
konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi dan psi-
kologi dengan masing-masing subdimensi yang menyusunnya. Se-
mentara itu Mowen and Minor (2002) menjelaskan bahwa perilaku
konsumen dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor individu.
Ketiga teori tersebut memiliki kesamaan mendasar, terutama pada
aspke faktor individu dan sosial budaya. Perbedaan pada pendapat
Schiffman and Kanuk (2004) tentang adanya bauran pemasaran yang
mempengaruhinya. Penelitian tentang asuransi kesehatan yang
menggunakan pendekatan perilaku konsumen adalah penelitian yang
dilakukan oleh Goel (2014) di Distrik Rohtak, Rahyana India, namun
hanya terbatas pada pada kesadaran masyarakat.

Kepatuhan pembayaran iuran peserta Mandiri telah diteliti
oleh beberapa peneliti di Indonesia. Pujiyanti (2015) melakukan
penelitian di 10 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa
Tenggara Barat, yang mewakili pulau-pulau besar di Indonesia. Pene-
litian ini bertujuan membuat model pengumpulan iuran yang efektif
dan efisien dengan melihat faktor yang mempengaruhi kepatuhan
pembayaran iuran peserta mandiri dengan jumlah sampel 4.400 res-
ponden dan melakukan Focus Group Discussion (FGD). Hasil peneliti-
an tersebut menunjukkan bahwa keadaan sehat atau sakit peserta
ketika peserta mendaftar BP]JS Kesehatan, kelas perawatan yang d-
iambil, kelompok umur, tingkat pendidikan yang ditamatkan, wilayah
tempat tinggal (pedesaan/ perkotaan) peserta PBPU, akses ke
saluran pembayaran dan penghasilan responden memiliki hubungan
yang signifikan dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta PBPU.

Nopiyani (2015) melakukan penelitian di Kota Denpasar
dengan tujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan
pembayaran iuran peserta PBPU. Data dikumpulkan dari peserta
PBPU yang merupakan hasil sinkronisasi data peserta, klaim dan
pembayaran iuran pada 19.496 peserta. Hasil penelitian ini menun-
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jukkan usia, kelas kepesertaaan, status kepesertaan, dan jumlah kun-
jungan ke fasilitas kesehatan berhubungan dengan kepatuhan pem-
bayaran iuran.

Pembayaran iuran asuransi kesehatan juga banyak dilakukan
di beberapa negara dengan fokus pada kemauan membayar masya-
rakat (willingness to pay), diantaranya di Amerika Serikat (Barnes,
Hanoch, & Rice, 2015; Underhill, 2012), Ghana (Boateng & Awunyor-
Vitor, 2013; Dalinjong & Laar, 2012), Kamboja (Ozawa, Grewal, &
Bridges, 2016), Swiss (von Wyl & Beck, 2015), Ethiopia (Agago,
Woldie, & Ololo, 2014), Bangladesh (Ahmed et al., 2016), Iran
(Nosratnejad et al., 2014) dan Kepulauan Karibia (Adams, Chou, &
Pu, 2015). Pada studi yang dilakukan tersebut, pembayaran iuran
pada peserta asuransi dipengaruhi oleh pendapatan (Adams et al.,
2015; Agago et al, 2014), jumlah anggota keluarga (Flores et al,,
2016), kebutuhan (adanya penyakit yang diderita) (Molla &
Fentahun, 2014; von Wyl & Beck, 2015), sosialisasi/ informasi
(Agago et al., 2014; Hendren, 2013), ketersediaan fasilitas (Agago et
al,, 2014), kelas sosial (Agago et al,, 2014) dan besaran iuran (Adams
et al., 2015; Chernew, Cutler, & Keenan, 2005; Frakt, Pizer, &
Feldman, 2013).

Meskipun telah dilakukan banyak penelitian tentang kepatuh-
an membayar iuran peserta mandiri di Indonesia dan beberapa ne-
gara, tapi fokus penelitian tersebut hanya dilakukan pada beberapa
aspek. Misalnya penelitian Pujiyanti (2015) memfokuskan pada
profil peserta, akses ke saluran pembayaran, dan kemampuan mem-
bayar serta persepsi peserta mengenai JKN. Penelitian Nopiyani
(2015) difokuskan pada karakteristik sosio demografis, status kepe-
sertaaan, pembayaran iuran, dan pemanfaatan layananan di FKTP
(Faslitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan (FKTL). Sedangkan penelitian tentang pembayaran
iuran pada beberapa negara sebagian besar berfokus pada kemauan
membayar membayar masyarakat (willingness to pay).
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BAB II
Jaminan Kesehatan Sosial

A. Jaminan Kesehatan

Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran
yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan ke-
pada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan
atau anggota keluarganya. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindung-
an sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi ke-
butuhan dasar hidupnya yang layak (Undang-undang tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, 2004).

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan ke-
sehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh pemerintah (Perpres Tentang Jaminan Kese-
hatan, 2013).
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B. Peserta BPJS Mandiri

Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar
iuran. Peserta Jaminan Kesehatan meliputi (Perpres Tentang Jaminan
Kesehatan, 2013; Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 12
tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, 2016).

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, yang meliputi
orang tergolong fakir miskin dan tidak mampu.

2. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (bukan PBI) Jaminan
Kesehatan/ peserta mandiri, yang tidak tergolong dalam fakir
miskin dan warga tidak mampu, yang terdiri atas.

a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.

b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya (peser-
ta mandiri).

c. Bukan pekerja dan keluarganya.

Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang be-
kerja atas risiko sendiri, sehingga dalam pembayaran iuran juga me-
rupakan tanggung jawab pribadi masing-masing, sehingga kepeserta-
annya biasa disebut peserta mandiri (Perpres Tentang Jaminan Ke-
sehatan, 2013). Segmen peserta mandiri sebagian besar merupakan
pekerja sektor non informal dan dianggap mampu secara mandiri un-
tuk membayar iuran BPJS Kesehatan yang telah ditentukkan bagi diri
dan anggota keluarga.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan
secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk, dan ditarget-
kan pada tahun 2019 seluruh warga Indonesia telah terdaftar se-
bagai Peserta BPJS Kesehatan (Perpres Tentang Jaminan Kesehatan,
2013).

C. Iuran BPJS Mandiri

[uran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar-
kan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah
untuk program jaminan kesehatan (Perpres Tentang Jaminan Kese-
hatan, 2013).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun
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2016 tentang atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013,
disebutkan dengan iuran adalah sebagai berikut.

1.

2.

Bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan, iuran dibayarkan oleh pe-
merintah melalui PBI APBN dan PBI APBD.
[uran bagi PPU yang bekerja di Lembaga Pemerintah yang terdiri
dari PNS, Anggota TNI POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerin-
tah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari upah per bulan, dengan
ketentuan 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh
peserta.
[uran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta
sebesar 5% (4,5%) dari gaji atau upah perbulan dengan ketentu-
an: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
[uran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dibayar oleh peserta atau
pihak lain atas nama peserta dengan besar (Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan):
a. Sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang
per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas
III (jumlah sesuai Perpres sebesar Rp 42.000,00, namun
subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000,00 per orang per bulan)
b. Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per
bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c. Sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per
orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawa-
tan Kelas L.
Pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap
bulannya.

Pada pasal 17A.1 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 2016) disebutkan
bahwa bila terjadi keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kese-
hatan lebih dari 1 bulan sejak tanggal 10, maka penjaminan layanan
kesehatan peserta diberhentikan sementara. Pemberhentian semen-
tara penjaminan layanan kesehatan peserta berakhir dan status ke-
pesertaan aktif kembali apabila peserta.

1.

Membayar iuran bulan tertunggak (paling banyak untuk waktu 12
bulan)
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2. Membayar iuran bulan saat peserta ingin mengakhiri pember-
hentian sementara jaminan.

3. Jika dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali,
peserta menjalani rawat inap, maka peserta wajib membayar
denda kepada BP]S Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan
rawat inap yang diperolehnya sebesar 2,5% dari biaya pelayanan
kesehatan untuk setiap bulan yang tertunggak dengan ketentuan.
a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

b. Besar denda paling tinggi Rp30.000.000.

D. Kriteria Kepesertaan JKN

Dalam skema pembiayaan JKN di Indonesia, pemerintah pusat
dan daerah memberikan bantuan iuran kepada keluarga fakir miskin
dan tidak mampu yang ditetapkan berdasarkan kriteria Kementerian
Sosial RI ("Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang
Penerima Bantuan Iuran,” 2012). Lebih lanjut dijelaskan bahwa fakir
miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata penca-
harian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kebutuhan memenuhi kebutuhan dasar yang layak na-
mun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan/ atau keluarga-
nya. Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunya
sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu mem-
punyai kebutuhan dasar yang layak tetapi tidak mampu membayar
iuran bagi dirinya dan/ atau keluarganya.

Data kemiskinan diperoleh dari BPS Pusat yang menggambar-
kan tingkat kemiskinan berdasarkan variabel berikut (Kemensos RI,
2014).

1. Luas lantai per anggota keluarga, kurang dari 8 m2.

2. Jenis lantai rumah, tanah/ papan/ kualitas rendah.

3. Jenis dinding rumabh, terbuat dari bambu, atau papan berkualitas
rendah.

Fasilitas tempat buang air besar, tidak ada.

Sumber air minum, bukan air bersih.

Penerangan yang digunakan, bukan listrik.

Bahan bakar yang digunakan, kayu/ arang.

Frekuensi makan dalam sehari, kurang dari 2 kali sehari.
Kemampuan membeli daging/ ayam/ susu dalam seminggu,
tidak ada.

O 0N E
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10.

11.
12.

13.

Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap anggota rumah
tangga, tidak ada.

Kemampuan berobat ke puskesmas/ poliklinik, tidak ada.
Lapangan pekerjaan bagi kepala rumah tangga, petani gurem/
nelayan atau pekebun.

Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp500.000,-.

Berdasarkan variabel kemiskinan tersebut, Menteri Sosial me-

netapkan Keputusan Nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan Kkri-
teria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai sasaran verifikasi
dan validasi data PBI JKN yaitu.

1.

Mata pencaharian dan pendatapan

Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mem-
punyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai ke-
mampuan memenuhi kebutuhan dasar;

Pengeluaran pokok

Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk me-
menuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai penge-
luaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang terdiri atas pengeluaran untuk
makanan dan bukan makanan (perumahan, barang dan jasa,
pakaian, barang tahan lama dan lain-lain).

Pemenuhan kebutuhan kesehatan

Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke te-
naga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
Pemenuhan kebutuhan sandang

Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk
setiap anggota rumah tangga;

Pemenuhan kebutuhan pendidikan

Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai
jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Kondisi dinding rumah/ tempat tinggal

Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/ tembok
dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, termasuk tembok
yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

Kondisi lantai rumah/ tempat tinggal

Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/ keramik
dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
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8. Kondisi atap rumah/ tempat tinggal
Atap terbuat dari ijuk/ rumbia atau genteng/ seng/ asbes
dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;

9. Penerangan rumah/ tempat tinggal
Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari
listrik atau listrik tanpa meteran;

10. Luas lantai rumah/ tempat tinggal
Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/ orang; dan

11. Sumber air minum
Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air
tak terlindung/ air sungai/ air hujan/ lainnya.

Sehingga, bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria
tersebut, dan bukan merupakan pekerja penerima upah (PNS, TNI,
Polri, Pejabat Negara, BUMN, BUMD dan Swasta) dan Bukan Pekerja,
ketika ingin mendaftarkan diri sebagai peserta mereka harus mem-
bayar sendiri iurannya.

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indi-
kator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf
hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpenga-
ruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah
tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak,
sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/ saudara atau
status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati
rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi ke-
butuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam
jangka panjang (BPS Pusat RI, 2015).

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengka-
pan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi
yang layak, serta penerangan yang baik. Fasilitas perumahan lainnya
yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal
adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya
listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Selain itu,
kepemilikan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi
menjadi indikator kesejahteraan masyarakat (BPS Pusat RI, 2015).
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BAB Il
Perilaku Konsumen

A. Perilaku Konsumen

Perilaku merupakan suatu perwujudan dari hasil interaksi
antara pengalaman dengan interaksi di lingkungan sekitar. Perilaku
tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan
tindakan dalam setiap individu. Perilaku merupakan faktor kedua
terbesar yang dapat mempengaruhi kesehatan dari individu, kelom-
pok, maupun masyarakat setelah faktor lingkungan (Notoatmodjo,
2007).

Perilaku konsumen seperti didefinisikan oleh Schiffman and
Kanuk (2004) adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang dalam
mencari, membeli, membayar, menggunakan, mengevaluasi, dan ber-
tindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan
bisa memenuhi kebutuhannya.
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Prasetijo and lhalauw (2004) menjelaskan bahwa perilaku
konsumen merupakan studi tentang bagaimana membuat keputusan
(Decisions Units), baik individu, kelompok, atau organisasi, membuat
keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk
dan mengkonsumsinya.

Dari definisi di atas, perilaku konsumen merupakan suatu pro-
ses yang terdiri dari beberapa tahap seperti yang dijelaskan oleh
Prasetijo and Ihalauw (2004), yaitu.

1. Tahap perlolehan (acquisition): mencari (searching) dan membeli
(Pusrchasing).

2. Tahap konsumsi (consumption): menggunakan (using) dan meng-
evaluasi (evaluating).

3. Tahap tindakan pasca beli (disposition): apa yang dilakukan oleh
konsumen setelah produk digunakan atau dikonsumsi.

Ada sejumlah alasan mendasar mengapa perilaku konsumen/
peserta BPJS perlu dikaji (Prasetijo & lhalauw, 2004; Schiffman &
Kanuk, 2004).

1. Konsumen dengan perilakunya (terutama perilaku beli) adalah
wujud dari kekuatan tawar yang merupakan salah satu kekuatan
kompetitif yang menentukkan intensitas persaingan dan profita-
bility perusahaan. Sekalipun dalam konteks ini, penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional tidak dimaksudkan untuk mencari
keuntungan (nirlaba) (Undang-undang tentang Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial, 2011).

2. Analisis tentang perilaku konsumen membantu manajer atau
perusahaan untuk melakukan analisis dan desain pasar.

3. Pengetahuan tentang perilaku konsumen dapat meningkatkan ke-
mampuan pribadi seseorang untuk menjadi konsumen yang lebih
baik.

4. Analisis perilaku konsumen memberikan informasi tentang orien-
tasi konsumen, fakta tentang perilaku membeli dan teori yang
menuntun proses berpikir.

B. Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen

Terdapat banyak literatur yang menjelaskan tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu.
1. Model Perilaku Konsumen, Prasetijo and Thalauw (2004), yang
menjelaskan bahwa.
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Perilaku konsumen dipengaruhi oleh Faktor internal (kebutuh-
an dan motivasi, kepribadian, psikograf, persepsi, pembelajar-
an, dan sikap), faktor konsumen (kebutuhan/ pilihan atribut,
sikap, persepsi dan gaya hidup), dan pengaruh eksternal
(keluarga, kelas sosial, budaya dan sub budaya, kelompok
acuan, dan komunikasi pemasaran).

. Konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang

dipengaruhi oleh faktor-faktor penentunya, kemudian mencari
dan mengevaluasi produk yang dibutuhkan/ diinginkan untuk
menentukkan alternatif-alternatif dalam menentukkan pilihan
dan memutuskan untuk membeli/ membayar.

Tahap selanjutnya yaitu adanya tindakan untuk membeli suatu
produk.

Setelah melakukan pembelian, timbul perilaku pasca beli dan
melakukan evaluasi atas produk yang dirasakan yang melahir-
kan perasaan puas atau tidak puas.

. Model Pengambilan keputusan konsumen, Schiffman and Kanuk
(2004), yang menjelaskan bahwa.

a.

Pengambilan keputusan konsumen dipengaruhi oleh input pe-
masaran dan pengaruh sosial budaya. Input pemasaran meru-
pakan usaha-usaha langsung yang dilakukan oleh perusahaan
untuk menjangkau, menginformasikan, membujuk konsumen
untuk membeli dan menggunakan produk tertentu. Usaha ter-
sebut meliputi, produk, harga, promosi dan saluran penjualan
(pasar/ tempat). Sedangkan pengaruh sosial budaya meliputi
keluarga, sumber informal, sumber non komersial, kelas sosial
serta budaya dan sub budaya.
Konsumen melakukan proses dalam upaya pengambilan kepu-
tusan. Komponen proses memperhatikan bagaimana konsu-
men membuat keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh
area psikologi yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran,
kepribadian dan sikap. Proses pengambilan keputusan ini
terdiri atas 3 tahapan, yaitu.

1) Sadar akan kebutuhan: konsumen menyadari akan adanya
kebutuhannya ketika menghadapi masalah.

2) Pencarian para beli: dimulai ketika konsumen mempersepsi
suatu kebutuhan yang mungkin bisa terpuaskan dengan
membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Ada orang yang
menjadikan pengalaman sebagai informasi. Keputusan

Jaminan Kesehatan Nasional 17



18

konsumen banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu
dan sumber pemasaran (brand) dan sumber informasi non
komersial (sosial media) (Goh, Heng, & Lin, 2013).

3) Evaluasi terhadap alternatif: konsumen melakukan penilain
terhadap alternatif yang potensial dengan memperhatikan
merk dan kriteria merk yang diinginkan.

. Tahap ketika dalam model pengambilan keputusan adalah out-

put, yang menunjuk pada dua kegiatan pasca keputusan yang
berhubungan erat dengan perilaku beli (pembelian coba dan
pembelian ulang) dan evaluasi pasca beli. Evaluasi pasca beli
dilakukan dilakukan oleh konsumen tergantung pada kepen-
tingan keputusan tentang produk dan pengalaman. Bila produk
itu sesuai dengan harapannya, maka kemungkinan ia akan
membeli/ membayar kembali (dalam konteks asuransi), dan
sebaliknya. Evaluasi tentang kepuasan peserta merupakan hal
yang penting dilakukan oleh perusahaan atau lembaga asuran-
si untuk meningkatkan kepuasan dan minat membayar kem-

bali (R. K. Kumar & Srivastava, 2013).

1) Faktor yang mempengaruhi konsumen: Kotler (2005), yaitu.

2) Kebudayaan, yang terdiri atas budaya, sub budaya dan kelas
sosial. Budaya adalah keseluruhan yang kompleks meliputi
pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, kebiasaan,
dan setiap kemampuan dan kebiasaan yang di peroleh oleh
setiap orang sebagai anggota masyarakat termasuk dalam
budaya ini adalah pergeseran budaya serta nilai nilai dalam
keluarga. Sub budaya. Sub budaya adalah sekelompok orang
dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan
situasi kehidupan yang umum. Sub budaya termasuk nasio-
nalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Kelas
sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan
teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat
dan tingkah laku yang serupa.

3) Faktor sosial, yang terdiri atas keluarga, kelompok acuan
serta peran dan status. Keluarga adalah organisasi terkecil
dalam masyarakat yang memiliki ragam kebutuhan dan ke-
inginan untuk memenuhi keperluannya. Dalam kehidupan
masyarakat, terdapat kelompok acuan yang merupakan
individu atau kelompok yang memiliki relevansi yang sig-
nifikan pada seseorang dalam hal mengevaluasi, memberi-
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kan aspirasi atau dalam berperilaku. Setiap peran mem-
bawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberi-
kan oleh masyarakat. Orang seringkali memilih produk yang
menunjukkan statusnya dalam masyarakat.

4) Faktor pribadi, yaitu terdiri dari umur dan tahap daur
hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian
dan konsep hidup.

5) Faktor psikologi yaitu terdiri dari motivasi, persepsi, penge-
tahuan, keyakinan dan sikap.
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BAB Il
Faktor Perilaku Konsumen

Faktor Internal

. Motivasi

Terdapat banyak definisi tentang motivasi, diantaranya adalah.
. Motivasi adalah dorongan untuk bertindak terhadap serangkaian
proses perilaku manusia dengan mempertimbangkan arah, inten-
sitas, dan ketekunan dalam mencapai tujuan (Wibowo, 2015).

. Motivasi adalah dorongan yang timbul sebagai usaha manusia
untuk memenuhi kebutuhannya, dan sering dimanifestasikan
secara berbeda dari satu orang ke orang lainnya (Prasetijo &
Thalauw, 2004).

. Motivasi adalah dorongan yang kuat yang memaksa seseorang
melakukan suatu tindakan dalam upaya memenuhi kebutuhannya
(Schiffman & Kanuk, 2004).
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Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
motivasi adalah dorongan yang kuat untuk berperilaku dari sese-
orang dengan mempertimbangkan arah dan intensitas, dan dorongan
tersebut untuk memenuhi kebutuhan.

Motivasi didorong oleh kemunculan kebutuhan yang disebab-
kan oleh stimulus internal/ psikologis, proses emosional, kognitif dan
stimulus eksternal lingkungan sekitarnya (Prasetijo & Ihalauw,
2004).

a. Kemunculan motif karena kondisi fisiologis sebagai akibat adanya
penyakit yang diderita. Perasaan merangsang dorongan untuk
menghilangkan rasa sakitnya.

b. Kemunculan motif karena proses emosional. Hal ini bisa disebab-
kan karena menonton iklan sehubungan dengan sesuatu yang di-
rasakannya.

c¢. Kemunculan motif karena proses kognitif. Informasi tentang ke-
gunaan suatu produk yang diuraikan secara rasional akan men-
dorong orang untuk membeli atau menggunakannya.

d. Kemunculan motif karena stimulus dari lingkungan, adanya orang
sekitar yang menggunakan suatu produk membuat seseorang
mendapatkan dorongan untuk mendapatkan produk yang sama
yang digunakan orang lain tersebut.

Pujiyanti (2015) menemukan bahwa kecenderungan pola
peserta mandiri iuran atas kesadaran dan kondisi kesehatan meraka.
Peserta yang sakit akan dibayarkan terus menerus oleh pembayar
atau penanggung iuran dalam rumah tangga, sedangkan anggota
yang masih sehat atau belum pernah sakit cenderung ditunda pem-
bayaran iuran jaminan kesehatannya.

2. Persepsi

Solomon, Bamossy, Askegaard, and Hogg (2014) mendefinisi-
kan persepsi di mana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah
dan dipilih, diorganisir dan diinterpretasikan. Schiffman and Kanuk
(2004) menyebutkan bahwa persepsi adalah cara orang memandang
dunia ini. Sedangkan Wibowo (2015), mendefinisikan persepsi se-
bagai suatu proses yang memungkinkan kita mengorganisir infor-
masi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan sekitar.
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Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah (Robbins & Judge,
2011).
a. Faktor perceiver (penerima): sikap, motif, minat atau kepentingan,
pengalaman, dan harapan.
b. Faktor target: sesuatu yang baru, gerakan, suara, besaran atau
ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan.
c. Faktor situasi: waktu, pengaturan kerja, kondisi sosial.

Persepsi seseorang tentang suatu produk dipengaruhi oleh
beberapa faktor (Prasetijo & Thalauw, 2004).
a. Faktor internal: pengalaman, kebutuhan saat ini, nilai-nilai yang
dianutnya, dan ekspektasi/ pengharapannya.
b. Faktor eksternal: tampakan produk, sifat-sifat stimulus dan situasi
lingkungan.

Asuransi merupakan mengalihan risiko yang disebabkan oleh
ketidakpastian. Berkaitan dengan hal itu, pada dasarnya seorang
mendaftar sebagai anggota asuransi kesehatan didorong oleh adanya
risiko menderita sakit. Risiko selalu mengikuti pengambilan keputus-
an, demikin juga dengan keputusan untuk membeli. Risiko yang di-
persepsi adalah risiko yang mempengaruhi perilaku konsumen yang
mencakup (Prasetijo & Ihalauw, 2004).

a. Functional risk atau performance risk: risiko bila produk tidak
dapat memberikan kinerja seperti yang diharapkan.

b. Physical risk: yaitu risiko pada diri sendiri atau orang lain yang
mungkin akan diakibatkan oleh produk.

¢. Financial risk: risiko bila produk tidak sesuai dengan harganya.

d. Social risk: yaitu risiko yang ditimbulkan bila ternyata produk
yang dipilih malah menimbulkan penghinaan dan menimbulkan
perasaan malu.

e. Psychological risk: risiko bila produk melukai ego konsumen.

f Time risk: risiko bila waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan
produk akan sia-sia karena kinerja produk tidak seperti yang
diharapkan.

g- Risiko legal: risiko terjadi tuntutan hukum oleh pihak ketiga.

Tamil Madu India pada kelompok petani menyebutkan bahwa

persepsi tentang risiko yang akan dihadapi meningkatkan kesadaran
petani untuk membayar asuransi. Namun, premi asuransi dan ke-
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puasan atas pelayanan asuransi masih menjadi pertimbangan utama
untuk melakukan hal itu (D. S. Kumar et al., 2011). Studi di Denpasar
Bali menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang risiko sakit
berpengaruh terhadap kemauan masyarakat untuk membayar dan
mendaftarkan diri sebagai peserta BP]JS Kesehatan (Widhiastuti,
2015).

3. Pembelajaran
Pembelajaran adalah perubahan perilaku yang relatif bersifat
tetap, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman (Prasetijo &

Thalauw, 2004; Wibowo, 2015). Definisi ini membedakan antara

pembelajaran dan refleks yang merupakan perilaku yang tidak di-

sengaja yang terjadi sebagai respond terhadap suatu stimulus, tanpa

pembelajaran. Pembelajaran juga dapat didefenisikan sebagai proses
dimana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman
pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang

berhubungan di waktu yang akan datang (Schiffman & Kanuk, 2004).

Pembelajaran konsumen merupakan proses, artinya terus
menerus berkembang dan berubah karena adanya pengetahuan yang
baru diperoleh (yang mungkin didapat dari membaca, dari diskusi,
dari pengamatan dan dari proses berpikir) atau dari pengalaman
yang dialami sendiri. Baik pengetahuan yang baru maupun penga-
laman berlaku sebagai umpan balik bagi individu dan memberikan
dasar bagi perilaku pada masa yang akan datang dalam situasi yang
sama (Schiffman & Kanuk, 2004). Peran pengalaman dalam pem-
balajaran tidak berarti bahwa semua pembelajaran dicari dengan
sengaja. Schiffman and Kanuk (2004) berpendapat bahwa walaupun
pembelajaran adalah disengaja (yaitu, diperoleh sebagai hasil pen-
carian informasi yang teliti), banyak pembelajaran yang diperoleh
secara kebetulan. Aspek penting yang berhubungan dengan pem-
belajaran adalah.

a. Pembelajaran konsumen adalah suatu proses, terjadi pembelajar-
an ini secara terus menerus berlangsung dan berubah sebagai
akibat dari pengetahuan yang diperoleh (membaca, diskusi,
observasi, atau berpikir) atau pengalaman yang sebenarnya.

b. Pengetahuan baru dan pengalaman pribadi yang berfungsi
sebagai timbal balik bagi individu dan memberikan patokan pada
perilakunya pada masa yang akan datang dalam situasi serupa.
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Menurut Schiffman and Kanuk (2004), ukuran pembelajaran

konsumen dapat diidentifikasi dengan cara berikut.

a. Ukuran pengenalan dan ingatan
Uji pengenalan dan ingatan dilakukan untuk menentukkan apakah
konsumen mengingat tentang suatu produk yang pernah dilihat
atau digunakan.

b. Tanggapan kognitif terhadap iklan
Ukuran ini untuk melihat sejauh mana konsumen mengerti de-
ngan tepat pesan iklan yang diharapkan. Hal ini juga dapat berupa
penilaian terhadap pengertian seseorang tentang sesuatu.

c. Sikap dan perilaku pada kesetiaan terhadap produk
Ukuran sikap berkaitan dengan perasaan konsumen secara kese-
luruhan (yaitu, penilaian) terhadap produk, dan maksud pem-
belian mereka. Kesetiaan terhadap produk timbul karena per-
cobaan produk mula-mula yang diperkuat oleh rasa puas dan
kemudian menimbulkan pembelian yang berulang kali.

Pujiyanti (2015) menemukan bahwa penunggakan iuran BP]S
yang dilakukan oleh peserta dipengaruhi oleh pengalaman peserta
dalam pembayaran. Peserta pengalami kesulitan menjangkau akses
ke saluran pembayaran serta prosedur prosedur pembayaran yang
cukup rumit (terutama pembayaran via ATM). Begitu pula hasil
penelitian yang dilakukan Nopiyani (2015) menyatakan bahwa
ketidakpuasan akan kualitas pelayanan kesehatan apabila pengguna-
an BPJS Kesehatan menyebabkan peserta enggan untuk membayar
iurannya.

B. Faktor konsumen

1. Kebutuhan
Dalam kebutuhan manusia, Abraham Maslow membagi men-
jadi lima macam kebutuhan manusia, yaitu (Prasetijo & Ihalauw,

2004).

a. Physical Needs (kebutuhan-kebutuhan fisik). Kebutuhan fisik
merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh
seperti pangan, sandang, dan papan.

b. Safety Needs (kebutuhan-kebutuhan rasa aman). Kebutuhan ini
lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari.
Misal perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan
keamanan.
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c. Social Needs (kebutuhan-kebutuhan sosial). Kebutuhan ini juga
cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan
kebutuhan lainnya. Misal: diakui sebagai anggota, diajak
berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya.

d. Esteem Needs (kebutuhan-kebutuhan penghargaan). Kebutuhan
ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah melakukan
kegiatan. Misal: dihargai, dipuji, dipercaya.

e. Self Actualization (kebutuhan aktualisasi diri). Kebutuhan ini
merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini
sekaligus paling sulit dilaksanakan. Misal mengakui pendapat
orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan
orang lain,dapat menyesuaikan diri dengan situasi.

Salah satu kebutuhan yang sangat mendorong seseorang atau
keluarga untuk mendaftar dalam asuransi kesehatan adalah keingin-
an untuk sembuh dari penyakit yang diderita. Masyarakat memiliki
keinginan untuk mendaftarkan diri dan membayar pada asuransi
kesehatan karena adanya penyakit yang diderita (Molla & Fentahun,
2014).

C. Faktor usaha pemasaran perusahaan

1. Produk

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk
memenuhi kebutuhan. Hal itu termasuk barang secara fisik, jasa atau
pelayanan, person, tempat, organisasi, ide dan termasuk asuransi
(jaminan kesehatan) (Supriyanto & Ernawaty, 2010). Program JKN
dituntut untuk memiliki konsistensi dan mampu menarik kemauan
masyarakat dengan menawarkan kemudahan, jaminan dan kepuasan
bagi masyarakat (Thabrany, 2015).

2. Harga/ Iuran

Harga atau premi asuransi merupakan faktor yang sangat ber-
peran dalam meningkatkan partisipasi dan kemauan membayar
asuransi. Banyak studi menunjukkan bahwa premi yang telah di-
tetapkan oleh pemerintah atau perusahaan asuransi masih jauh dari
premi yang mampu dibayar oleh peserta asuransi, sehingga harus
disesuaikan dengan kemampuan peserta (Adams et al., 2015; Agago
et al, 2014; Ahmed et al., 2016; Nosratnejad et al., 2014; Tran et al,,
2016; Udeh, Onwujekwe, Adewole, & Onoka, 2016).
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3. Promosi/ Sosialisasi

Promosi adalah upaya mengkomunikasikan pesan tentang pe-
ngetahuan, keyakinan, dan ingatan akan produk/ jasa kepada pem-
beli potensial dengan tujuan mendapat tanggapan serta menimbul-
kan pengaruh sehingga membutuhkan dan memanfaatkan jasa pe-
layanan (Supriyanto & Ernawaty, 2010).

4. Saluran Distribusi/ Tempat Pembayaran

Saluran distribusi atau marketplace asuransi yang tersedia dan
mudah dijangkau akan mempengaruhi perilaku membayar bagi pe-
serta dan bagi calon pendaftar asuransi (Bias, Agarwal, & Fitzgerald,
2015).

D. Faktor Eksternal

1. Keluarga
Menurut Prasetijo and IThalauw (2004) keluarga dapat didefini-
sikan sebagai dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah,
perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama-sama. Dalam arti yang
lebih dinamis, individu-individu yang membentuk keluarga adalah
anggota-anggota dari kelompok sosial yang paling mendasar yang
hidup bersama-sama dan berinteraksi untuk saling memuaskan
kebutuhan pribadi masing-masing (Schiffman & Kanuk, 2004).
Keluarga sering disebut sebagai unit rumah tangga. Lebih
lanjut, Prasetijo and Thalauw (2004) menerangkan unit-unit rumah
tangga adalah sebagai berikut.
a. Suami, istri dan anak-anak disebut keluarga inti atau nuclear
family.
b. Suami, istri, anak-anak dan kakek, nenek disebut keluarga terulur
(extended family).
c. Ayah saja, atau ibu saja dengan anak-anaknya (single parent
family).
d. Sepasang suami istri tanpa anak
e. Pria dan wanita tidak menikah yang hidup di tempat tinggal
tertentu.
f. Beberapa keluarga hidup dalam satu rumah untuk berhemat.
Rumah pondokan dengan beberapa penyewa.
Pasangan tidak menikah yang hidup bersama (banyak terdapat di
negara-negara barat).

= qa
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Fungsi keluarga menurut Prasetijo and Thalauw (2004) adalah.
a. Sosialisasi untuk semua anggota keluarga.
b. Penyediaan kebutuhan finansial kepada orang-orang yang men-
jadi tanggungan kepala keluarga.
c. Dukungan emosional.
d. Gaya hidup yang memadai untuk keluarga yang bersangkutan.

Suatu study di daerah Urban Kota Texas USA yang dilakukan
oleh Flores et al. (2016) menemukan bahwa sebagian besar ibu-ibu
yang menjadi responden tidak mendaftarkan anaknya dalam
MediCaid/ CHIP yang disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga
yang kurang dan tidak memiliki pekerjaan.

Jumlah angka tanggungan dalam keluarga tergantung pada
besarnya keluarga (jumlah anggota keluarga). Besarnya keluarga
memengaruhi jumlah iuran atau premi yang harus dibayarkan pada
asuransi. Sehingga dengan demikian, hal ini menjadi pertimbangan
dalam pembayaran asuransi (Okoffo, Denkyirah, Adu, & Fosu-
Mensah, 2016).

2. Budaya dan Sub Budaya

Budaya meliputi pengamatan yang menyeluruh terhadap sifat-
sifat masyarakat secara utuh termasuk bahasa, pengetahuan, hukum,
agama, kebiasaan makan, musik, kesenian, teknologi, pola kerja, pro-
duk, dan benda lain yang menunjukkan sesuatu yang khas tentang
masyarakat yang bersangkutan (Prasetijo & [halauw, 2004).

Macionis (1996) dalam Prasetijo and Ihalauw (2004) men-
definisikan kebudayaan sebagai keyakinan, nilai-nilai, perilaku, dan
objek-objek materi yang dianut dan digunakan oleh komunitas/
masyarakat tertentu.

Dimensi memiliki lima dimensi yang diekspresikan dalam
perilaku komunitas.

a. Dimensi materialistik. Dimensi ini menentukkan materi atau per-
alatan (teknologi) yang dibutuhkan seseorang untuk mengupaya-
kan kehidupan (ekonomi).

b. Dimensi institusi sosial, termasuk bagaimana keluarga, pendidik-
an, media dan struktur politik diadakan dan dioperasikan. Adanya
paguyuban dalam keluarga, adanya kelas sosial dan bagaimana
seseorang menjadi konsumen yang baik, kesemuanya merupakan
dimensi institusi dari budaya.
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Dimensi hubungan manusia dengan alam semesta, termasuk
sistem keyakinan, agama, dan nilai-nilai.

Dimensi estetik, termasuk kesenian tulis dan bentuk, kesenian
rakyat, musik, dan drama. Latar belakang dalam dimensi estetik
akan melahirkan persepsi dalam benak konsumen.

Dimensi bahasa, termasuk bahasa verbal dan non verbal,
merupakan sarana yang paling efektif dalam komunikasi pe-
masaran.

Macionis (1996) mendefinisikan subkultur sebagai pola-pola

kultur yang menonjol, dan merupakan bagian atau segmen dari
populasi masyarakat yang lebih luas dan lebih kompleks. Berikut
adalah sub kultur-subkultur sebagai segmen pasar.

a.

Subkultur kebangsaan atau etik. Setiap daerah memiliki pandang-
an masing-masing tentang suatu produk yang disesuiakan dengan
kondisi kultur dan masyarakat setempat.

Subkultur agama. Biasanya perilaku konsumen dipengaruhi se-
cara langsung oleh agama dalam hal membutuhkan produk yang
secara simbolik dan ritual. Setiap agama memiliki aturan dan
hukum larangan terkait produk tertentu. Studi di wilayah Indian
menemukan bahwa agama berhubungan secara signifikan terha-
dap upaya dalam meningkatkan angka partisipasi dalam asuransi
kesehatan (Reshmi, NAIR, Sabu, & Unnikrishnan, 2012).

Subkultur geografis dan regional. Setiap wilayah geografis me-
miliki karakter, nilai dan kriteria tentang produk yang biasa di-
gunakan.

Subkultur ras. Perbedaan ras biasa digunakan oleh pasar atau
perusahaan untuk membuat suatu produk yang sesuai dengan ras
tersebut.

Subkultur umur. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan dan
keinginan masing-masing. Berbedaan ini mempengaruhi kesadar-
an seseorang untuk mendaftar dan membayar iuran asuransi.
Subkultur gender. Perbedaan gender sangat berpengaruh terha-
dap jenis produk yang dibutuhkan. Keperluan perempuan biasa-
nya berhubungan dengan sesuatu yang lebih lembut, yang ber-
beda dengan kebutuhan laki-laki. Begitu juga pada pemilihan
asuransi kesehatan. Penelitian yang dilakukan di beberapa kota
besar di Pulau Jawa dan India menemukan bahwa gender me-
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miliki pengaruh terhadap pemahaman tentang asuransi jiwa
(Bawa & Ruchita, 2011; Hermawati, 2013).

3. Kelompok Acuan

Kelompok acuan adalah individu atau sekolompok orang yang
dianggap memiliki relevansi yang signifikan pada seseorang dalam
hal mengevaluasi, memberikan aspirasi, atau dalam berperilaku
(Solomon et al,, 2014). Kelompok acuan dapat pula berwujud sese-
orang atau kelompok yang menjadi pembanding atau acuan sese-
orang dalam pembentukkan nilai-nilai, sikap atau perilaku baik
secara umum atau secara khusus.

Kelompok acuan bukan hanya mencakup kelompok/ individu
acuan yang secara langsung berinteraksi dengan konsumen seperti
anggota keluarga atau teman, tetapi mereka juga yang tidak melaku-
kan kontak tatap muka secara fisik. Kelompok acuan dapat diklasifi-
kasikan menurut keanggotaan seseorang dalam kelompok acuan atau
derajat keterlibatan orang tersebut di dalamnya dan juga menurut
pengaruh negatif atau positif yang diberikan kelompok acuan itu
kepada si individu terhadap nilai-nilai, sikap, dan perilakunya. Dalam
dalam hal pelayanan kesehatan, kelompok acuan menjadi referensi
bagi kelompok lain untuk menggunakan suatu pelayanan kesehatan.
Beberapa kelompok akan dijadikan patokan bagi kelompok kelom-
pok lain dalam memilih dan menggunakan pelayanan kesehatan yang
tersedia di lingkungannya. Hal ini seperti hasil penelitian yang di-
lakukan oleh Tran etal. (2016) di Vietnam.

Pengaruh kelompok acuan merupakan bagian dari proses pem-
belajaran lingkungan. Anggota-anggota kelompok sangat berperan
dalam proses sosialisasi konsumen, yaitu bagaimana seseorang men-
jadi konsumen. Dalam interaksinya, sesama anggota kelompok
secara tidak langsung menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai
budaya dalam masyarakat (lingkungan), yang mencakup juga produk
yang dibeli dan dikonsumsi, kemana seharusnya membeli, bagai-
mana sikap yang seharusnya terhadap produk atau merek tertentu,
juga terhadap atribut produk mana yang dianggap penting dan gaya
hidup mana yang lebih disukai (Prasetijo & Ihalauw, 2004).

Solomon et al. (2014) mengutarakan 8 jenis kekuatan yang
dimiliki oleh kelompok acuan yang dapat memberikan pengaruh
kepada konsumen:
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a. Kekuatan sosial (social power), hal ini ditunjukkan dalam situasi di
mana kelompok acuan itu mampu mengubah perilaku seseorang,
secara sukarela ataupun tidak, dan berlaku pada waktu kelompok
atau orang yang bersangkutan itu ada, maupun dalam keadaan di
mana kelompok atau orang tersebut tidak ada.

b. Kekuatan acuan (referent power). Bila seseorang mengagumi kua-
litas seseorang atau kelompok tertentu, dia akan mencoba untuk
meniru kualitas itu dengan cara meniru perilaku orang atau
kelompok yang bersangkutan. Kekuatan acuan ini sangat penting
bagi strategi pemasaran karena konsumen secara sukarela meng-
ubah perilakunya untuk menyenangkan dan mengidentifikasi diri-
nya dengan orang yang dikaguminya.

c. Kekuatan informatif (informative power). Seseorang bisa mem-
punyai kekuatan atas orang lain karena dia memiliki informasi
yang ingin diketahui orang lain. Kekuatan informatif dapat di-
miliki dan dapat mempengaruhi pendapat konsumen karena sum-
ber kekuatan itu dianggap memiliki akses terhadap kebenaran.
Pengalaman menggunakan suatu produk bisa menghasilkan
kekuatan informatif.

d. Kekuatan sah atau wewenang (legitimate power). Seseorang me-
miliki kekuatan karena diberikan kekuasaan oleh yang berwe-
nang.

e. Kekuatan keahlian (expert power). Konsumen mudah dipengaruhi
oleh ahli yang diaggap bisa mengevaluasi dengan objektif dan
informatif.

f. Kekuatan pemberi ganjaran (reward power). Konsumen ter-
pengaruh oleh seseorang yang memberinya ganjaran positif yang
bisa berbentuk sesuatu yang kasat mata.

g. Kekuatan paksaan (coercive power). Kekuatan ini merupakan satu
bentuk pengaruh dengan intimidasi sosial atau fisik. Namun
kekuatan paksaan tidak bisa dilakukan dalam pemasaran, karena
memberikan hasil yang sementara saja.

Prasetijo and lhalauw (2004) faktor yang menentukkan ke-
kuatan pengaruh kelompok acuan adalah sebagai berikut.
a. Informasi tentang produk dan pengalaman menggunakan produk
tersebut.
b. Kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan kelompok acuan.
c. Sifat produk yang menonjol secara visual atau verbal.
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d. Dampak kelompok acuan terhadap produk dan pilihan merek,
terutama yang menyangkut reward power dan social power.

e. Besar kecilnya risiko yang dipersepsi konsumen bila dia meng-
gunakan produk tersebut.
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BAB IV
Gambaran Umum Kabupaten Muna

A. Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Muna terletak di bagian
Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis, Muna terletak di bagian
selatan garis khatulistiwa memanjang dari utara ke selatan di antara
4015’ - 5015’ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur
di antara 122030” - 123915’ Bujur Timur.

Secara geografis, Kabupaten Muna di sebelah utara berbatasan
dengan Selat Spelman, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Buton
Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara
dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muna Barat.

Kabupaten Muna setelah dimekar dengan Kabupaten Muna
Barat memiliki luas wilayah daratan * 2.057,69 km2 atau * 205.769
ha. Wilayah Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan yaitu
Tongkuno, Tongkuno Selatan, Parigi, Bone, Marobo, Kabawo,
Kabangka, Kontukowuna, Kontunaga, Watopute, Katobu, Lohia,
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Duruka, Batalaiworu, Napabalano, Lasalepa, dan Towea yang terletak
di daratan Pulau Muna. Sedangkan Wakorumba Selatan, Pasir Putih,
Pasikolaga, Maligano, dan Batukara terletak di daratan Pulau Buton.
Kantor Layanan Operasional Kabupaten BP]S Kesehatan terletak di
Kota Raha, Kabupaten Katobu. Peta wilayah Kabupaten Muna dapat
dilihat pada gambar 4 berikut.

Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Muna

B. Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah ter-
ritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau me-
reka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang men-
diami sebagian atau seluruh bangunan fisik/ sensus dan biasanya
tinggal bersama serta pengelolaan makan dalam satu dapur. Jumlah
penduduk Kabupaten Muna tahun 2014 sebesar 208.916 orang
(46.199 rumah tangga), dan meningkat pada tahun 2015 menjadi
211.622 orang (46.690 rumah tangga) (BPS Muna, 2015, 2016a).
Rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 5 orang.
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C. Gambaran tentang Ekonomi

1. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita per bulan di Bawah Garis Kemiskinan (BGK).
Metode perhitungan penduduk miskin BPS menggunakan pendekat-
an kebutuhan dasar (basic need Approach). Dengan pendekatan ini
kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan di dalam
memenuhi kebutuhan dasar.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muna mengalami trend
fluktiaktif dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Data jumlah kemiskin-
an Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Muna tahun 2012-2015

No. Tahun Jumlah Penduduk Persentase
miskin

1 2012 40,70 ribu 14,64%

2 2013 43,3 ribu 15,64%

3 2014 41,32 ribu 14,46%

4 2015 44,48 ribu 21%

Sumber: (BPS Muna, 2014, 2015, 2016a, 2016b)

Pada tahun 2015, sebanyak 44.480 orang atau 21% penduduk
masih tergolong miskin. Angka ini mengalami kenaikan 2% di-
bandingkan tahun 2014. Angka ini diakibatkan oleh angka kelahiran
pada kelompok penduduk miskin lebih tinggi dari yang tidak miskin
(BPS Muna, 2016b).

2. Ketenagakerjaan

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar 60%
atau sebanyak 129/768 orang di Kabupaten Muna termasuk dalam
angkatan kerja. Indikator ketenagakerjaan memberikan gambaran
tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-
hari yang merujuk pada suatu waktu dalam periode survei adalah
tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK di Kabupaten Muna
pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 70,72 setelah tahun
sebelumnya mengalami penurunan dari 64,61 pada tahun 2013
menjadi 64 pada tahun 2014.
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Kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Muna menunjukkan
nilai persentase yang tinggi. Artinya kesempatan untuk mendapatkan
pekerjaan di Kabupaten Muna sangat terbuka lebar bagi para pencari
kerja. Pada tahun 2015 sebanyak 94,93% dari angkatan kerja ber-
status telah bekerja. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan
tahun 2014 yaitu sebesar 94,07%. Akan tetapi, jika dibandingkan
tahun 2013, mengalami penurunan sekitar 2%. Berdasarkan status
pekerjaan utamanya diketahui bahwa 22% adalah pekerja keluarga,
27% adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap, 23% adalah bekerja
sendiri, 23% adalah buruh/ karyawan/ pekerja atau selebihnya ber-
usaha dengan buruh tidak tetap, bekerja bebas pertanian dan bekerja
non pertanian. Jumlah penduduk umur >15 yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan utama tahun 2015 di Kabupaten Muna dapat
dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah penduduk umur >15 yang bekerja menurut lapangan
pekerjaan utama di Kabupaten Muna tahun 2015

No. Jenis Lapangan Pekerjaan Jumlah Penduduk
1 Pegawai Nergeri Sipil 7.308 orang
2 Pertanian, kehutanan perburuan dan 54.632 orang

perikanan
3 Pertambangan dan penggalian 2.048 orang
4 Industri pengolahan 10.687 orang
5 Bangunan 8.400 orang
6 Perdagangan besar, eceran, rumah 20.737 orang
makan dan hotel
7 Jasa kemasyarakatan, sosial, dan 20.558 orang
perorangan
8 Lainnya 6.129 orang

Sumber: BPS Muna (2016a).

Pada periode 2013-2015 tingkat pengangguran memperlihat-
kan persentase yang fluktuaktif. Pada tahun 2013 sebesar 2,98%,
tahun 2014 naik menjadi 5,93 dan tahun 2015 turun menjadi 5,07%.

3. Pengeluaran dan Konsumsi Makanan

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluar-
kan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan
baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sen-
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diri dibagi dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga dalam
rumah tangga tersebut.

Hasil Susenas 2015 menunjunkkan bahwa pengeluaran per-
kapita penduduk Kabupaten Muna untuk makanan lebih tinggi di-
bandingkan non makanan. Rata-rata pengeluaran makanan tahun
2015 sebesar Rp271.827 per bulan dan non makanan sebesar
Rp270.852 per bulan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan
penduduk Kabupaten Muna sebesar Rp542.679. kecenderungan
meningkatnya porsi pengeluaran per kapita untuk makanan menun-
jukkan bahwa pendapatan penduduk Kabupaten Muna sebagian
besar dibelanjakan untuk kebutuhan makanan. Pengeluaran rata-rata
per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan kelompok
barang di Kabupaten Muna tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4
berikut.

Tabel 4. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan
pengeluaran dan kelompok barang di Kabupaten Muna tahun 2015

Golongan Kelompok Barang
Pengeluaran Makanan Bukan Jumlah
(rupiah) Makanan

<150.000 71.226 54911 126.137
150.000-199.999 106.102 72.139 178.241
200.000-299.999 166.744 85.903 252.647
300.000-499.999 230.142 156.050 386.192
500.000-749.999 318.732 277.930 596.662
750.000-999.999 444747 407.376 852.123
1000.000+ 579.192 1.202.636 1.781.828
Rata-rata 271.827 270.852 542.679

Sumber: BPS Muna (2016a).
Sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut

kelompok bukan makanan di Kabupaten Muna tahun 2015 dapat
dilihat pada tabel 5 berikut.
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Tabel 5. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok
bukan makanan di Kabupaten Muna tahun 2015

Pengeluaran rata-rata

No. Kelompok Non Makanan perkapita per bulan (Rp)

1 Perumahan, 'bahan bakar, 118.181
penerangan, air

2 Anekabarang dan jasa 62.467

3 Pakaian, alas kaki, dan tutup 17.089
kepala

4  Barangyang tahan lama 57.353

5 Pajak pgmakalan dan premi 5 849
asuransi

6  Keperluan pesta dan upacara 9.913
Total 270.852

Sumber: BPS Muna (2016a)

Tabel 5 menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga non
makanan rata-rata per kapita per bulan di Kabupaten Muna tahun
2015 yang tertinggi pada kebutuhan perumahan, bahan bakar,
penerangan dan air. Sedangkan yang terendah pada pajak pemakaian
dan premi asuransi.

D. Gambaran tentang Pelayanan Kesehatan

1. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan dalam menunjang upaya pelayanan kesehat-
an meliputi rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, Rumah Ber-
salin, Balai pengobatan klinik dan sarana kesehatan lainya diharap-
kan dapat menjangkau masyarakat terutama masyarakat di pedesaan
agar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah dan ber-
mutu. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Muna sampai tahun
2015 berjumlah 57 unit, yang terdiri dari 1 RSUD tipe C, 27 pus-
kesmas (4 puskesmas perawatan dan 23 puskesmas non perawatan),
3 klinik dan 24 polindes (Dinkes Kab. Muna, 2016).

Indikator-indikator pelayanan RSUD Kabupaten Muna dipakai
untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayan-
an rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus
harian rawat inap (Dinkes Kab. Muna, 2016).
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a. BOR (Bed Occupancy Ratio) sebesar 68,1 % (Parameter Ideal: 60-
85%). Artinya, nilai parameter BOR di RSUD Raha dalam kategori
Ideal.

b. ALOS (Average Length of Stay) sebesar 1 hari (Parameter Ideal: 6-
9 hari). Artinya, nilai ALOS di RSUD Raha dalam kategori tidak
ideal.

c. TOI (Turn Over Interval) sebesar 0,4 hari (Parameter ideal: 0,4
hari). Artinya, nilai TOI di RSUD Raha dalam kategori tidak ideal.

d. BTO (Bed Turn Over) sebesar 327 Kkali/tahun. Artinya BTO di
RSUD Raha dalam kategori tidak ideal.

e. NDR (Net Death Rate) sebesar 2 x 24 jam di RSUD Raha sebesar
1,8 per 1000 penderita keluar. Artinya terdapat 1 atau 2 kematian
setiap 1000 penderita keluar.

f. GDR (Gross Death Rate) sebesar 6,3 per 1000 penderita keluar.
Artinya, terdapat 6 kematian setiap 1000 penderita keluar.

2. Tenaga Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan
adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidi-
kan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan, maka tenaga kesehatan terbagi atas 7 (tujuh) jenis tenaga
medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan
masyarakat, tenaga gizi, tenaga keteknisan medis dan tenaga
keterapian fisik.

3. Tenaga medis
Pembagian tenaga medis dikelompokan menjadi 3 (tiga)
bagian yakni kelompok dokter spesialis, dokter umum dan dokter
gigi. Pada tahun 2015 jumlah tenaga medis di Kabupaten Muna
adalah sebagai berikut (Dinkes Kab. Muna, 2016).
a. Jumlah dokter spesialis sebanyak 10 orang dengan rasio 5 per
100.000 penduduk. Dokter Spesialis berada di RSUD Kabupaten
Muna.
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b. Jumlah dokter umum sebanyak 27 orang dengan rasio 13 per
100.000 penduduk. Dokter umum tersebar di 15 Puskesmas dan
RSUD Kabupaten Muna.

c. Jumlah dokter gigi sebanyak 8 orang dengan rasio 4 per 100.000
penduduk. Dokter ggi tersebar di 6 Puskesmas dan RSUD
Kabupaten Muna.

4. Tenaga keperawatan
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Keperawatan meli-

puti tenaga perawat dan tenaga bidan.Pembagian tenaga keperawat-

an menjadi 3 (tiga) kelompok yakni kelompok tenaga perawat
umum, kelompok tenaga perawat gigi dan kelompok tenaga bidan.
Pada tahun 2015 jumlah tenaga keperawatan di Kabupaten

Muna adalah sebagai berikut (Dinkes Kab. Muna, 2016).

a. Jumlah Perawat sebanyak 295 orang dengan ratio 135,46 per
100.000 penduduk. Tenaga perawat tersebar di 27 Puskesmas
dan RSUD Kabupaten Muna.

b. Jumlah perawat gigi sebanyak 7 orang dengan ratio 3,35 per
100.000 penduduk. Tenaga Perawat gigi tersebar di 5 puskesmas
dan RSUD Kabupaten Muna.

c. Jumlah bidan sebanyak 187 orang dengan ratio 172,57 per
100.000 penduduk. Tenaga Bidan tersebar di 27 Puskesmas,
RSUD Kabupaten Muna dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.

5. Tenaga Kefarmasian
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kefarmasian meliputi Teknis Kefarmasian (Analis Farmasi,

Asisten Apoteker dan Sarjana Farmasi) dan Apoteker.

Pada tahun 2015 jumlah tenaga kefarmasian di Kabupaten

Muna dapat dilihat sebagai berikut (Dinkes Kab. Muna, 2016).

a. Jumlah tenaga teknis kefarmasian sebanyak 15 orang dengan ratio
7 per 100.000 penduduk.Teknis kefarmasian tersebar pada 7
puskesmas, RSUD Kabupaten Muna, Gudang Farmasi Kabupaten
Muna dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.

b. Jumlah tenaga apoteker sebanyak 15 orang dengan ratio 7 per
100.000 penduduk. Apoteker tersebar pada 5 puskesmas, RSUD
Kabupaten Muna, Gudang Farmasi Kabupaten Muna dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Muna.
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6. Tenaga Kesmas dan Kesling
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan

Masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan,

mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehat-

an dan sanitarian.
Pada tahun 2015 jumlah tenaga kesmas dan kesling di

Kabupaten Muna adalah sebagai berikut (Dinkes Kab. Muna, 2016):

a. Jumlah tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 155 orang dengan
ratio 74 per 100.000 penduduk. Tenaga kesehatan masyarakat
tersebar tersebar pada 23 puskesmas, RSUD Kabupaten Muna dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.

b. Jumlah tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 39 dengan ratio 19
per 100.000 penduduk. Tenaga kesehatan lingkungan tersebar
tersebar pada 19 puskesmas, RSUD Kabupaten Muna dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Muna.

7. Tenaga Gizi

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga gizi meliputi nutrisionis
dan dietisien.

Pada tahun 2015 jumlah tenaga gizi di Kabupaten Muna
sebanyak 42 orang dengan ratio 20 per 100.000 penduduk. Tenaga
gizi tersebar tersebar pada 19 puskesmas, RSUD Kabupaten Muna
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna (Dinkes Kab. Muna, 2016).

8. Tenaga Keterapian Fisik

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga keterapian fisik meliputi
fisioterapis, okupasiterapis, dan terapis wicara.

Pada tahun 2015 jumlah tenaga keterapian fisik di Kabupaten
Muna sebanyak 1 orang dengan ratio 0,48 per 100.000 penduduk.
Tenaga keterapian fisik hanya berada di RSUD Kabupaten Muna
(Dinkes Kab. Muna, 2016).
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BAB YV
Faktor-Faktor yang Memengaruhi

A. Faktor Internal Individu

Faktor internal yaitu persepsi, motivasi, dan pembelajaran
masyarakat saling berkaitan dalam memengaruhi perilaku peserta
dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Mandiri di Kabupaten
Muna. Perilaku masyarakat dalam melakukan pembayaran iuran di
Kabupaten Muna menjadi sesuatu yang kompleks karena tergantung
dari ekonomi masyarakat, keadaan sehat sakit, kesibukan, akses
pembayaran dan informasi, dan pembelajaran masyarakat berdasar-
kan pengalaman mereka ketika mendapatkan pelayanan kesehatan.

1. Persepsi Masyarakat

Individu membuat keputusan dan mengambil tindakan ber-
dasarkan pada apa yang mereka rasakan sebagai realitas (Schiffman
& Kanuk, 2004). Masyarakat Kabupaten Muna mempersepsikan BP]S
Kesehatan sebagai program yang baik dan penting bagi keluarga
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sebagai upaya meringankan biaya pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan. Adanya keluarga yang menderita sakit atau akan melaku-
kan penanganan kesehatan seperti operasi tumor atau operasi sesar
melahirkan, mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran
BPJS mandiri.

a.

44

Persepsi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

masyarakat mempersepsikan JKN sebagai program yang
bagus dan sangat penting bagi keluarga dalam meringankan biaya
pengobatan ketika sakit di fasilitas kesehatan. Biaya pengobatan
di fasilitas kesehatan dengan menggunakan BPJS kesehatan lebih
ringan dibandingkan dengan melakukan pengobatan sebagai pa-
sien umum.

Masyarakat menganggap bahwa pada kondisi mahalnya
biaya kesehatan sekarang, jaminan kesehatan harus ada dan di-
miliki oleh keluarga.

Baik pada peserta yang menunggak iuran dan yang rutin
membayar iuran, berdasarkan apa yang meraka ketahui bahwa
BPJS Kesehatan adalah model gotong royong, di mana orang sehat
membantu pembiayaan orang yang sakit (ABK, KHP, SRB, ABH,
FCH, JLB, VNK). Hal yang menarik bahwa persepsi bahwa BP]S
Kesehatan justru banyak diutarakan oleh peserta yang menung-
gak pembayaran iuran.

Sebenarnya sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa
prinsip BPJS Kesehatan adalah gotong royong dan saling menutu-
pi antara orang sehat dan orang sakit. luran yang telah dibayarkan
digunakan oleh peserta lain yang sakit dan pada saatnya nanti hal
tersebut juga akan terjadi kepada mereka.

Adanya BPJS Kesehatan membuat keluarga merasa memiliki
dokter keluarga yang sewaktu-waktu bisa didatangi ketika mem-
butuhkan pengobatan. Mereka dapat melakukan kunjungan ke
dokter keluarga pada malam hari, dan alur pelayanan dirasakan
lebih mudah karena cukup memperlihatkan kartu BP]S Kesehatan,
mereka kemudian dilayani dengan jaminan kesehatan yang
mereka miliki.

Persepsi Tentang Risiko Sakit

Kebanyakan orang memiliki persepsi setiap orang akan
sakit dan penyakit dapat datang kapan saja, baik itu peserta yang
menunggak iuran, maupun pada peserta yang rutin melakukan
pembayaran iuran.
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Namun, persepsi tersebut tidak serta merta mendorong pe-
serta yang menunggak iuran untuk melakukan pembayaran iuran
BPJS-nya. Beberapa masyarakat merasa bahwa sekalipun sakit
pasti akan terjadi, tetapi ketika sedang sehat pembayaran iuran
dapat ditangguhkan dulu, dan akan dibayarkan ketika dirinya atau
ada anggota keluarga yang membutuhkan pengobatan di fasilitas
kesehatan. Begitu pula ketika ada yang menderita sakit ringan,
mereka cukup membeli obat di apotek dengan harga yang masih
terjangkau ketika dibayar langsung, sehingga tidak mesti melaku-
kan pembayaran iuran BP]JS.

Hal yang berbeda terjadi pada peserta yang rutin melaku-
kan pembayaran iuran. Persepsi tentang risiko sakit mendorong
peserta untuk membayar iuran BP]S secara rutin.

Sebagian masyarakat merasa bahwa dengan melakukan
pembayaran iuran secara rutin, jaminan kesehatan akan selalu
aktif, dan sewaktu-waktu terjadi sakit pada diri atau keluarga
langsung bisa ke fasilitas kesehatan tanpa perlu memikirkan
pembayaran iuran lagi.

. Persepsi tentang Pembayaran Iuran BP]S Mandiri

Pembayaran iuran BPJS mandiri menurut beberapa masya-
rakat adalah sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi.
Karena menurut mereka ketika melakukan pendaftaran BP]S
mandiri, telah disampaikan bahwa ada iuran yang harus dibayar-
kan setiap bulan agar kartu BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan)
selalu aktif. Pada dasarnya ketika kita akan mendaftar menjadi
peserta BPJS, keluarga telah mempertimbangkan adanya pem-
bayaran iuran per bulan.

Namun, sekalipun peserta mempersepsikan pembayaran
iuran sebagai kewajiban, tetapi tidak lantas membuat peserta me-
lakukan pembayaran iuran secara rutin.

Persepsi bahwa pembayaran iuran merupakan suatu ke-
wajiban tidak semua dimiliki oleh peserta BPJS mandiri yang me-
nunggak. Beberapa masyarakat menganggap bahwa pembayaran
iuran hanya apabila mereka akan melakukan pengobatan di
fasilitas kesehatan.

Berbeda dengan peserta yang rutin melakukan pembayaran
iuran, mereka menganggap bahwa membayar iuran secara rutin
setiap bulan sebagai bentuk cicilan atas bantuan jaminan kesehat-
an yang diterima ketika berobat di rumah sakit.
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Beberapa fakta menarik lainnya yaitu persepsi tentang
besaran iuran BP]S mandiri dan persepsi tentang kerugian dan
keuntungan melakukan pembayaran iuran BPJS mandiri.

Persepsi tentang besaran iuran BPJS Mandiri

Persepsi masyarakat tentang besaran iuran BP]JS mandiri
merupakan hal yang menarik dikaji. Pasalnya, asumsi awal bahwa
salah satu penyebab masyarakat melakukan tunggakan pembaya-
ran iuran disebabkan oleh besaran iuran BP]S Kesehatan mandiri
yang harus dibayarkan per bulan oleh peserta.

Secara empirik, besaran iuran BPJS Kesehatan yang harus
dibayarkan per bulan dirasakan terjangkau secara ekonomi dan
tidak memberatkan jika dibandingkan dengan manfaat jaminan
yang diterima oleh peserta ketika mendapatkan pelayanan kese-
hatan di fasilitas kesehatan.

Sebenarnya uang jajan anak dan uang pulsa tiap hari lebih
banyak dibandingkan dengan besaran iuran BPJS perbulan. Secara
rinci apabila dihitung per bulannya, besaran iuran kelas III
(Rp35.000,- per orang per bulan) jika didistribusi secara harian
hanya sebesar Rp1.200,- per hari per orang.

Pembayaran iuran juga akan semakin terasa ringan apabila
pembayaran iuran dilakukan rutin per bulan. Masyarakat merasa-
kan berat untuk membayar iuran apabila telah terjadi penungga-
kan pembayaran iuran selama beberapa bulan. Berdasarkan data
penunggak iuran di Kabupaten Muna, 72,77% penunggak telah
menunggak selama 7 bulan. Hal ini salah satu yang menyebabkan
terjadi tingginya penunggakan iuran di Kabupaten Muna.

Persepsi dan keringanan yang dirasakan membuat peserta
rutin melakukan pembayaran per bulan. Setiap bulan diluangkan
waktu untuk pergi ke tempat pembayaran iuran.

Persepsi Kerugian dan Keuntungan Pembayaran Iuran

Masyarakat mempersepsikan kerugian dan keuntungan
pembayaran iuran berdasarkan pada apa yang diketahui tentang
BP]S Kesehatan dan pengalaman ketika mendapatkan pelayanan
kesehatan di fasilitas kesehatan.

Peserta yang menunggak iuran ada yang merasa rugi
apabila terus melakukan pembayaran tetapi tidak menggunakan
kartu BPJS-nya (tidak sakit). Peserta menganggap bahwa uang
yang dibayarkan tersebut adalah “uang mati”, karena setelah me-
lakukan pembayaran, tidak ada hal yang diperoleh oleh peserta.
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Persepsi kerugian dalam pembayaran iuran oleh peserta
yang menunggak juga terbentuk dari pengalaman ketika men-
dapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Beberapa
masyarakat merasa bahwa pelayanan kesehatan yang diterima
tidak berkualitas sehingga meraka menganggap bahwa percuma
melakukan pembayaran iuran apabila kualitas pelayanan kesehat-
an yang diterima tidak baik. Hal lain yang terjadi adalah adanya
pembelian obat di luar karena tidak tidak tersedianya obat di
rumah sakit. Akibatnya masyarakat merasa membayar “double”,
artinya mereka membayar iuran BPJS dan bayar obat di apotek
luar.

Selain itu, adapula peserta yang sekalipun mereka menung-
gak tetapi pada dasarnya apabila pembayaran dilakukan dan
mereka tidak menggunakan kartu BPJS (tidak jatuh sakit), infor-
man tersebut tidak merasa rugi. Mereka mempersepsikan bahwa
iuran yang telah dibayarkan sekalipun tidak digunakan, hal
tersebut merupakan tabungan yang bisa dipakai ketika suatu saat
harus menjalani perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Peserta yang rutin membayar iuran juga tidak merasa rugi
melakukan pembayaran secara rutin per bulan walau pada waktu
yang bersamaan mereka tidak menggunakan kartu BPJS keseha-
tannya. Iuran yang telah dibayarkan dianggap sebagai tabungan
apabila menderita sakit dan ingin mendapatkan pelayanan kese-
hatan di fasilitas kesehatan.

2. Motivasi Masyarakat

Motivasi merupakan faktor internal yang mengonstruksi peri-
laku masyarakat Kabupaten Muna, baik terkait dengan pendaftaran
menjadi peserta BPJS mandiri maupun perilaku masyarakat dalam
pembayaran iuran BP]S mandiri. Motivasi masyarakat terkait pem-
bayaran iuran BPJS Mandiri di Kabupaten Muna terbagi atas 3 tema
empirik, yaitu motivasi masyarakat untuk melakukan pendaftaran
BP]S mandiri, dorongan peserta BP]JS mandiri untuk melakukan pe-
nunggakan iuran, serta empirik mengenai dorongan peserta BP]S
mandiri sehingga rutin melakukan pembayaran iuran.
a. Motivasi Mendaftar BPJS Mandiri

Berikut beberapa alasan masyarakat mendaftarkan diri dan
keluarga menjadi peserta BPJS Mandiri.
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1) Meringankan biaya pengobatan

Secara empirik sebagian besar masyarakat mendaftarkan
diri dan keluarga menjadi peserta BPJS mandiri karena adanya
anggota keluarga yang sakit dan akan mendapatkan pelayanan
kesehatan di fasilitas kesehatan. Masyarakat yang berumur 50
tahun ke atas dan sering sakit cenderung akan didaftarkan oleh
anggota keluarganya karena sering menjalani pengobatan baik
di FKTP dan FKTL. Begitu pula dengan ibu hamil disarankan
untuk mendaftar BPJS Mandiri sebagai salah satu persiapan
untuk menjalani persalinan, terutama harus operasi sesar.
Sedangkan beberapa peserta yang lain mendaftar ke BP]S
kesehatan karena adanya penyakit seperti tumor, kanker, usus
buntu, dan penyakit berat lainnya dan segera akan menjalani
pengobatan di rumah sakit.

Pengobatan dan operasi sesar sebagai pasien umum yang
sangat mahal, mendorong masyarakat untuk mendaftar men-
jadi peserta BPJS mandiri dengan tujuan meringankan biaya
pelayanan. Faktanya, meskipun ketika mendaftar harus me-
lakukan pembayaran iuran untuk 1 tahun 1 keluarga untuk
semua kelas perawatan BP]S mandiri (kebijakan pendaftaran
BP]S Kesehatan Kab. Muna), masyarakat tetap akan melakukan
pendaftaran, karena mereka sudah melakukan hitung-hitungan
bahwa biaya dengan pelayanan umum pastinya lebih besar
dibandingkan dengan menjadi peserta BP]S Kesehatan. Sebagi-
an besar masyarakat melakukan pendaftaran BPJS Mandiri ka-
rena sedang atau akan melakukan pengobatan di rumah sakit.

Fenomena masyarakat yang mendaftar BP]S karena sakit
juga dijelaskan oleh bagian yang membawahi JKN di Dinas
Kesehatan Kabupaten Muna, bahwa hampir semua masyarakat
yang mendaftar BP]S kesehatan adalah mereka yang sedang
menderita sakit atau akan menjalani perawatan di faskes. Se-
lama ini yang melakukan pengurusan surat keterangan tidak
mampu sebagai salah satu kelengkapan administrasi pendaf-
taran BP]S mandiri kelas Il adalah masyarakat yang anggota
keluarganya sedang dirawat di rumah sakit atau akan men-
jalani operasi.
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2) Proteksi Keluarga ketika terjadi sakit pada masa yang akan
datang

Ada beberapa peserta yang melakukan pendaftaran tidak
didorong kondisi sakit yang diderita oleh peribadi dan ke-
luarga dan akan melakukan pengobatan di rumah sakit dalam
waktu dekat, tetapi sebagai upaya proteksi bagi keluarga apa-
bila terjadi sakit pada masa yang akan datang.

Dorongan ini terbentuk oleh persepsi mereka bahwa se-
tiap orang pasti akan menderita sakit. Hal ini memotivasi infor-
man untuk melakukan pendaftaran sebagai pegangan (jaminan
kesehatan) keluarga dalam meringankan biaya kesehatan.
Adapula informan yang melakukan pendaftaran karena ada
anak bersekolah di luar daerah.

3) Tidak tercover sebagai peserta BP]S PBI dan KIS

Adanya masyarakat Kabupaten Muna kurang mampu
yang tidak tercover sebagai peserta BPJS PBI dan KIS yang
iurannya di bayarkan oleh pemerintah melalui APBN dan
APBD, menjadi salah satu alasan mendaftar BP]JS Kesehatan
mandiri. Informan mendaftar BPJS mandiri sebagai pilihan
yang harus diambil karena tidak ada jalan lain selain itu untuk
meringankan biaya pengobatan di fasilitas kesehatan.

Masyarakat yang tidak tercover sebagai peserta PBI dan
KIS, ketika akan melakukan pengobatan di Faskes akan men-
daftar BPJS Kesehatan sebagai usaha mereka meringankan
biaya pengobatan. Kelas perawatan yang diambil adalah kelas
[II yang didukung oleh surat keterangan tidak mampu dari
desa dan Dinas Sosial Kabupaten Muna. Implikasinya adalah
risiko penunggakan iuran sangat besar terjadi karena setelah
keluar dari rumah sakit, atau merasa telah sembuh tidak akan
lagi melanjutkan pembayaran iurannya.

b. Dorongan Menunggak Pembayaran [uran

Secara empirik, penunggakan pembayaran iuran BPJS Man-
diri oleh peserta didorong oleh beberapa kondisi. Peserta BPJS
mandiri yang saat ini menunggak pembayaran iuran mengetahui
bahwa saat ini mereka sedang menunggak dan jaminan keseha-
tannya sementara di non aktifkan. Beberpa alasan yang men-
dorong peserta melakukan penunggakan iuran sangat beragam,
sesuai dengan kondisi keluarga, baik itu ekonomi (pekerjaan dan
penghasilan), kesehatan, pengalaman peserta setelah mendapat-
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kan pelayanan kesehatan di faskes, rutinitas peserta hingga
kesulitan akses ke tempat pembayaran dan akses informasi.
1) Kondisi Ekonomi Keluarga
Kondisi ekonomi merupakan salah satu alasan utama
penunggakan iuran di Kabupaten Muna, terutama pada kelom-
pok masyarakat yang berpenghasilan ekonomi menengah ke
bawabh.
a) Penghasilan yang tidak menentu

Beberapa masyarakat menerangkan alasan mereka
melakukan penunggakan iuran karena pendapatan keluarga
per bulannya yang tidak menentu. Penghasilan masyarakat
berhubungan dengan mata pencaharian sehari-hari. Bebe-
rapa peserta merupakan pedagang di pasar, petani, tukang
ojek, pemilik kios, nelayan, tukang batu, buruh bangunan
dan beberapa diantaranya adalah orang tua yang tidak
bekerja lagi, yang kehidupan sehari-harinya ditopang oleh
anak.

Tukang ojek misalnya, pendapatan sehari-hari tidak
penentu karena sangat ditentukkan jumlah penumpang
yang diantarkan per harinya. Berdasarkan pengakuan dari
informan, sehari-hari maksimal yang didapatkan sebesar
Rp35.000,00- Rp100.000,-. Hasil ojek ini kemudian dibagi
untuk beberapa keperluan seperti membeli bahan bakar,
disimpan untuk cicilan motor, uang makan, anak sekolah
keperluan rumah yang lain (listrik, air, TV Kabel) dan
sebagiannya disimpan.

Pada tukang batu dan buruh bangunan, pendapatan
keluarga sangat ditentukkan apabila ada panggilan untuk
membangun bangunan. Dari sisi nominal, jumlahnya agak
sedikit besar apabila mereka mendapatkan pekerjaan pem-
bangunan, namun pekerjaan ini tidak terus dilakukan setiap
bulannya. Ketika tidak ada panggilan untuk bekerja, oto-
matis pada bulan tersebut mereka tidak mendapatkan pe-
masukan. Olehnya itu, ketika mendapatkan upah setelah
bekerja, upah tersebut kemudian dibagi-bagi untuk keperlu-
an rumah tangga, dan sebagiannya disimpan sebagai ca-
dangan apabila ada masa-masa tidak ada pekerjaan bangun-
an yang dikerjakan.
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Sementara yang mata pencahariannya sebagai nela-
yan karena tinggal di daerah pesisir, sehari-hari untuk me-
nopang kehidupan, mencari ikan di laut dengan mengguna-
kan alat penangkap ikan sederhana dan hasil tangkapannya
di jual di pasar. Apabila jumlah tangkapan banyak, maka
jumlah uang yang didapatkan juga besar. Namun apabila
kurang, maka jumlah uang yang didapatkan juga kurang. Hal
ini terutama terjadi pada masa keras ombak di laut.

masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai
pedagang di pasar dan pemilik kios, saat ini penghasilan di
pasar mulai berkurang, seiring dengan berkurangnya
masyarakat yang berbelanja di pasar.

Masyarakat melakukan pendaftaran karena sakit atau
ada anggota keluarga yang harus dirawat di rumah sakit dan
diperkirakan akan membutuhkan biaya yang besar. Sehing-
ga sebagai upaya mereka untuk meringankan biaya peng-
obatan, dilakukan pendaftaran BP]S Kesehatan Mandiri.
Sistem pendaftaran di KLOK Kabupaten Muna, mewajibkan
kepada peserta untuk membayar iuran untuk 1 tahun ke
depan untuk seluruh anggota keluarga. Meskipun demikian,
masyarakat akan mengupayakan untuk membayar karena
hal tersebut pasti lebih ringan dibandingkan dengan mem-
bayar biaya rumah sakit sebagai pasien umum.

Sebenarnya, masyarakat mengetahui bahwa mereka
memiliki tunggakan pembayaran dan harus melanjutkan
pembayaran iuran per bulan. Tetapi karena kurangnya pen-
dapatan keluarga, pembayaran ditangguhkan karena diang-
gap saat itu mereka belum membutuhkannya lagi.

b) Jumlah tunggakan luran yang semakin besar

Sehubungan dengan kondisi ekonomi keluarga, alasan
lain yang menyebabkan penunggakkan iuran seperti yang
diungkapkan oleh beberapa informan adalah jumlah tung-
gakan iuran yang semakin besar.

Beberapa peserta sudah menunggak paling rendah 5
bulan bahkan beberapa di antaranya telah menunggak lebih
dari 1 tahun, sehingga tunggakan iurannya semakin besar
seiring berjalannya bulan. Hal ini juga berhubungan dengan
kebijakan virtual account dari BP]S Kesehatan bahwa pem-
bayaran iuran harus dilakukan secara kolektif 1 keluarga.
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Artinya tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran
per orang.
¢) Adanya Pengeluaran lain yang dirasa lebih penting

Alasan lain yang mendorong masyarakat menunggak
pembayaran iuran adalah adanya keperluan lain yang dirasa
lebih penting dipenuhi, misalnya adanya anak yang sedang
kuliah, menghadiri pesta, kredit, sewa rumah dan lain-lain.

Beberapa peserta, awal menunggak pembayaran
iuran karena ada anak yang sedang kuliah di salah satu per-
guruan tinggi dalam tahap penyelesaian studi dan mem-
butuhkan biaya yang relatif banyak. Karena itu, informan
memutuskan untuk menunda pembayaran iuran sampai
kondisi ekonomi kembali membaik. Ada juga yang setiap
bulan dari penghasilannya harus disisihkan untuk mem-
bayar kontarakan rumabh, listrik, cicilan motor dan keperlu-
an keluarga yang lain. Sehingga, pembayaran iuran BP]S
tidak lagi dipikirkan.

Selain keperluan rumah tangga seperti pengeluaran
untuk makanan, listrik, air, biaya anak sekolah yang me-
mang merupakan pengeluaran rutin dan wajib dikeluarkan,
ada keperluan sekunder lain yang biasa masih menjadi
prioritas seperti arisan, menghadiri pesta, jajan anak, ke-
matian dan beberapa yang lainnya.

2) Kondisi Kesehatan Keluarga yang telah membaik

Alasan utama yang mendorong masyarakat melakukan
penunggakan iuran peserta BPJS Kabupaten Muna adalah kon-
disi kesehatan pribadi atau keluarga yang telah membaik atau
tidak sakit lagi.

Motivasi masyarakat mendaftar BPJS Mandiri karena
akan melakukan pengobatan di faskes. Sehingga ketika infor-
man telah sembuh dari sakit dan merasa tidak akan melakukan
pengobatan lagi, maka informan tidak melakukan pembayaran
untuk bulan berikutnya.

Seorang ibu yang akan memasuki masa persalinan, akan
disarankan oleh tenaga kesehatan melakukan pendaftaran
menjadi peserta BPJS mandiri. Beberapa peserta awalnya tidak
ada niat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Mandiri, tetapi
karena istri akan melahirkan, maka disarankan oleh bidan
untuk mendaftar ke BP]S Kesehatan agar biaya persalinan lebih
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murah, terlebih lagi, harus dilakukan operasi sesar. Setelah
selesai menjalani persalinan, informan tidak lagi melanjutkan
pembayaran, karena merasa bahwa mereka tidak akan meng-
gunakannya lagi.

Begitu pula pada beberapa masyarakat yang akan men-
daftar BPJS kesehatan karena akan melakukan operasi penya-
kit seperti tumor, usus turun atau sakit berat lainnya yang
membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Setelah sem-
buh dari sakit, meraka tidak melanjutkan lagi pembayarannya.

Ada juga meskipun saat ini masih menderita sakit, tetapi
karena sakit yang diderita relatif ringan, mereka lebih memilih
untuk ke dokter praktek yang tidak bekerja sama dengan BP]JS.
Mereka menghitung-hitung biaya untuk ke dokter praktik lebih
murah dibandingkan dengan membayaran iuran untuk meng-
aktifkan kembali jaminannya.

a) Kecewa terhadap Pelayanan Kesehatan

Ada kekecewaan terhadap pelayanan kesehatan men-
jadi salah satu pendorong peserta tidak melakukan pem-
bayaran iuran BPJS mandiri di Kabupaten Muna. Beberapa
peserta memutuskan untuk tidak membayar iuran setelah
mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan
dokter keluarga atau puskesmas. Hal ini disebabkan oleh
beberapa alasan yaitu adanya pembayaran obat di apotek
luar rumah sakit, kesulitan mendapatkan rujukan di FKTP,
antrean panjang di rumah sakit, dan obat yang diberikan
tidak mampan (tidak berefek terhadap sakit yang diderita).

Telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat
Kabupaten Muna bahwa ada pembelian obat di apotek luar
yang dibayar sendiri oleh pasien ketika dirawat di rumah
sakit umum Daerah Kabupaten Muna. Petugas kesehatan
selalu mengarahkan untuk membeli obat di apotek luar
rumah sakit dengan alasan tidak tersedianya obat atau tidak
ditanggung oleh BPJS. Hal ini mendorong masyarakat
memutuskan tidak melanjutkan pembayaran iuran karena
menganggap percuma memiliki BPJS tetapi ketika dirawat
harus membeli obat di luar.

Kesulitan mendapatkan rujukan mendorong beberapa
informan memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayar-
an iuran BP]S Mandiri. Pengalaman mereka ketika sakit dan
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ingin dirawat di rumah sakit, saat meminta rujukan di FKTP,
surat rujukan tidak diberikan dengan beberapa alasan. Se-
hingga peserta yang dirawat di rumah sakit sebagai pasien
umum dengan biaya dibayar sendiri. Informan merasa
kecewa dan memutuskan untuk tidak membayar karena
merasa percuma.

Pada dasarnya, kekecewaan yang dialami oleh infor-
man disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pelayanan
kesehatan, dan tidak secara langsung berhubungan dengan
pelayanan BPJS Kesehatan. Ketidak puasan dan kekecewaan
itu terjadi di rumah sakit, dan kenapa keluhan tidak di-
sampaikan ke rumah sakit dan langsung melakukan pe-
nunggakan iuran.

Pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari BP]S kesehatan, sehingga apabila terjadi
ketidakpuasan, maka hal tersebut menyebabkan preseden
buruk peserta terhadap BP]S kesehatan secara keseluruhan.
Peserta menyatakan bahwa biar terus melakukan pem-
bayaran iuran yang penting pelayanan yang diterima
memuaskan. Karena percuma melakukan pembayaran iuran
apabila pelayanan yang diterima tidak baik.

Apabila masyarakat puas terhadap pelayanannya
maka mereka akan melakukan pembayaran, tapi apabila
pelayanan yang diterima mengecewakan peserta, maka
peserta enggan untuk melakukan pembayaran. Hal ini sama
halnya dengan pembayaran tagihan TV kabel seperti yang
dicontohkan oleh Informan.

b) Malas dan Kesibukan aktivitas

Alasan lain yang menyebabkan terjadinya penungga-
kan pembayaran iuran BP]S mandiri di Kabupaten Muna
adalah rasa malas untuk membayar dan banyaknya kesibuk-
an. Mereka yang memberikan alasan ini kebanyakan meru-
pakan mereka yang memiliki rutinitas yang terus menerus
sehingga mengaku tidak memiliki kesempatan untuk pergi
ke tempat pembayaran iuran.

Beberapa memiliki toko di rumah dan sehari-hari
mereka mengurus toko dan melayani pembeli. Hal ini me-
nyebabkan mereka lupa terhadap pembayaran iuran.
Peserta lain yang berprofesi sebagai penjahit, juga menyata-
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kan bahwa kesibukan di rumah membuatnya tidak me-
mikirkan pembayaran iuran. Adapula yang tidak membayar
iuran karena hanya merasa malas untuk membayar yang
didorong oleh rasa ketikpedulian.

Penunggakan iuran ini, menyebabkan jumlah tungga-
kan akan semakin besar. Akibat jumlah tunggakan yang se-
makin besar tersebut, peserta akan semakin malas melaku-
kan pembayaran terlebih dalam waktu dekat keluarga
belum akan menggunakan kartu BP]S di faskes.

¢) Sulitnya Akses ke tempat pembayaran dan Akses Informasi

Sulitnya akses ke tempat pembayaran menjadi penye-
bab penunggakan iuran pada peserta BP]JS Mandiri terutama
yang berada di wilayah pedesaan. Masyarakat yang berada
di wilayah pesisir menyebutkan bahwa mereka kesulitan
untuk pergi ke tempat pembayaran karena terletak 13 KM
dari tempat tinggal mereka. Selain harus menempuh jarak
yang agak jauh, waktu yang dibutuhkan juga relatif agak
lama sekitar 1 jam. Sehingga, apabila mereka tidak memiliki
keperluan lain di daerah tempat pembayaran, mereka me-
nunda pembayaran iurannya.

Selain kesulitan akses ke tempat pembayaran, salah
satu penyebab yang mendorong masyarakat menunggak
iuran adalah akses tentang pembayaran BP]S. Apabila pese-
rta yang jauh dari kota memiliki keterbatasan informasi
mengenai tata cara pembayaran atau jumlah tunggakannya,
mereka kesulitan untuk bertanya kepada petugas BP]S.
Apabila mereka harus ke Kota Raha, maka dibutuhkan
waktu yang lama dan tambahan biaya transportasi. Hal ini
mendorong peserta untuk mengurunkan niat pembayaran.
Sementara tidak pernah ada petugas BPJS Kesehatan yang
datang ke wilayah mereka.

Fakta menarik lain yang terjadi adalah peserta tidak
mengetahui tentang pembayaran iuran baik itu tata cara
maupun besar iuran karena pendaftaran BPJS Mandiri di-
lakukan oleh keluarga. Biasa kasus ini terjadi pada peserta
yang sudah lanjut usia, sehingga pendaftaran dilakukan oleh
anak, kemanakan atau biasa oleh tetangga atau tenaga
kesehatan. Adapula peserta yang saat ini menunggak karena

Jaminan Kesehatan Nasional 55



pendaftaran dilakukan oleh suami yang saat ini sedang
merantau di Malaysia.

c. Dorongan pada peserta yang rutin membayar iuran BP]S
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Dorongan pada peserta yang rutin membayar iuran BPJS

kesehatan disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan-alasan ini
yang menkonstruksi perilaku beberapa peserta BP]JS mandiri me-
lakukan pembayaran secara rutin. Secara empirik beberapa
dorongan yang menyebabkan keluarga melakuka pembayaran
secara rutin adalah sebagai berikut:

1) Adanya anggota keluarga yang rutin melakukan pengobatan di

2)

3)

fasilitas Kesehatan

Adanya anggota keluarga yang rutin melakukan peng-
obatan di fasilitas kesehatan adalah motivasi utama peserta
membayar iuran BPJS mandiri secara rutin. Hal ini sejalan
dengan motivasi awal pendaftaran BP]S mandiri yaitu untuk
meringankan biaya pengobatan ketika sakit.

Puas terhadap pelayanan kesehatan di Faskes

Kepuasan terhadap pelayanan kesehatan merupakan
salah satu dorongan pada beberapa masyarakat untuk melaku-
kan pembayaran iuran secara rutin. Hal itu berdasarkan
pengalaman mereka ketika dirawat di rumah sakit secara baik
dan jaminan pembiayaan yang dirasa memuaskan. Fakta
menariknya adalah rumah sakit tempat mereka dirawat bukan
RSUD Kabupaten Muna, melainkan rumah sakit yang ada
daerah lain seperti Baubau, Kendari dan Makassar.

Alasan lain melakukan pembayaran secara rutin karena
sangat puas terhadap pelayanan di rumah sakit. Ada yang
pernah menjalani operasi mata yang dirujuk di salah satu RS
Swasta di Kota Makassar. Ketika dirawat, informan merasa
pelayanan yang diterima sangat baik, perawat ramah, ling-
kungan rumah sakit bersih dan tidak ada pembelian obat di
luar.

Proteksi keluarga ketika sakit

Peserta BPJS mandiri yang rutin melakukan pembayaran
iuran juga ada yang didorong karena persepsi BPJS Kesehatan
merupakan suatu upaya proteksi keluarga (jaminan kesehatan)
ketika sakit.
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Motivasi peserta untuk terlibat dalam asuransi kesehatan
muncul karena adanya kebutuhan dalam pelayanan Kkesehatan
(Sumarwan, 2014). Masyarakat melakukan pendaftaran secara sadar
untuk mengurangi ketegangan melalui perilaku yang mereka harap-
kan akan memenuhi kebutuhan mereka dan dengan demikian akan
membebaskan mereka dari tekanan yang mereka rasakan. Pujiyanti
(2015) menemukan bahwa sebagian besar peserta yang melakukan
pendaftaran karena sakit dan melakukan pembayaran iuran kelas III.
Prasetijo and Ihalauw (2004) menyatakan bahwa kemunculan motif
individu dapat terjadi kerena adanya penyakit yang diderita. Perasa-
san merangsang dorongan untuk menghilangkan rasa sakit, dan me-
ngurangi risiko ekonomi yang dapat ditimbulkannya.

Schiffman and Kanuk (2004) berpendapat bahwa motivasi
merupakan tenaga pendorong dalam individu yang memaksa sese-
orang untuk bertindak. Tenaga pendorong tersebut dihasilkan oleh
keadaan tertekan, yang timbul sebagai kebutuhan yang tidak ter-
penuhi. Sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan menengah
ke bawah melakukan pendaftaran ketika akan melakukan pengobat-
an di fasilitas kesehatan. Kelompok ini merupakan masyarakat yang
tidak tercover sebagai peserta PBI BP]S baik APBD maupun KIS.
Sehingga ketika terjadi sakit, mendaftar BP]JS Kesehatan merupakan
solusi terbaik untuk meringankan biaya pengobatan di fasilitas ke-
sehatan. Mengingat biaya pengobatan sebagai pasien umum sangat
mahal. Sedangkan kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan
menengah ke atas, selain mendaftar BPJS kesehatan karena adanya
anggota keluarga yang sakit, tetapi juga bertujuan sebagai bentuk
jaminan pembiayaan kesehatan bagi keluarga jika terjadi sakit pada
waktu yang akan datang.

Setiap peserta mandiri wajib untuk melakukan pembayaran
iuran perbulan sesuai dengan kelas perawatan (Perpres Tentang
Jaminan Kesehatan, 2013). Namun, sebagian besar peserta BP]S
Mandiri Kabupaten Muna saat ini sedang menunggak pembayaran
iuran. Hasil penelitian menemukan beberapa fakta yang menjadi
penyebab masyarakat tidak melakukan pembayaran, yaitu penghasil-
an ekonomi keluarga yang tidak menentu dan banyaknya kebutuhan
keluarga yang lain, peserta atau anggota keluarga telah sehat dari
sakit yang diderita atau telah melahirkan bagi peserta yang men-
daftar karena operasi sesar, jumlah tunggakan iuran yang semakin
besar, akses pembayaran dan informasi, malas melakukan pembayar-
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an karena kesibukan aktivitas di rumah, serta kekecewaan peserta
terhadap pelayanan kesehatan yang diterima.

Studi yang dilakukan oleh Kumi-Kyereme, Amu, and Darteh
(2017) di Cape Coast, Ghana, menemukan bahwa motivasi masya-
rakat mendaftarkan diri pada asuransi kesehatan adalah terjangkau-
nya besaran iuran yang dibayarkan, keinginan untuk memperoleh
obat secara gratis, serta sebagai proteksi terhadap sakit pada waktu
yang akan datang. Sedangkan sebagian masyarakat tidak mendaftar
ke asuransi kesehatan karena rendahnya kualitas obat yang diberi-
kan, lamanya waktu tunggu di fasilitas kesehatan dan buruknya pe-
layanan yang diterima di fasilitas kesehatan dan kantor asuransi
kesehatan.

Secara empirik faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama
masyarakat untuk membayar atau tidak membayar iuran. Masyara-
kat tidak mampu sulit bertahan dalam mekanisme asuransi kesehat-
an karena ketidakmampuan mereka dalam membayar premi asuran-
si (Molla & Fentahun, 2014). Dorongan masyarakat/ konsumen
untuk melakukan pembayaran terhadap suatu produk sangat di-
pengaruhi pertimbangan penghasilan yang mereka peroleh (Kotler,
2005). Kelompok masyarakat pedagang, pemberi jasa dan petani
peserta BP]JS Mandiri menganggap iuran BPJS mandiri menjadi
komponen pengeluaran yang baru bagi keluarga, sedangkan tingkat
pendapatan masyarakat sangat fluktuaktif. Misalnya, masyarakat
yang bermata pencaharian sebagai tukang ojek, pedagang di pasar,
buruh bangunan, petani, nelayan, penghasilan mereka terkumpul
secara harian dan telah terbagi untuk komponen pengeluaran untuk
makanan, listrik, cicilan kendaraan bermotor, biaya sekolah anak,
dan komponen pembiayaan lain. Belum lagi ada beberapa keluarga
yang memiliki anak yang sedang sekolah di perguruan tinggi. Hal ini
menyebabkan pembayaran iuran BPJS Mandiri tidak menjadi
prioritas dalam pengeluaran keluarga. Terutama saat ini BPJS
Kesehatan menerapkan Virtual Account, dimana pembayaran iuran
harus dilakukan 1 kali untuk 1 keluarga.

Tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran per 1
orang peserta. Pujiyanti (2015) menyimpulkan bahwa alasan utama
peserta BPJS mandiri tidak dapat membayar iuran secara rutin
karena penghasilan yang tidak menentu. Penelitian tersebut juga me-
nemukan bahwa iuran BPJS mandiri mengambil porsi 5% dari
pendapatan keluarga. Studi di Iran dan Nigeria juga menemukan
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bahwa pendapatan keluarga menjadi pertimbangan utama dalam
pembayaran premi asuransi kesehatan (Motlagh et al, 2015;
Onwujekwe et al., 2010). Tantangan utama dalam pembayaran iuran
BPJS Kesehatan mandiri adalah ketidakmampuan secara ekonomi
yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah
(Thabrany, 2015).

Peserta BP]JS yang melakukan pendaftaran karena sakit,
memiliki kecenderungan yang kuat untuk menunggak pembayaran
iuran. Setelah sehat dan merasa tidak akan melakukan kunjungan ke
fasilitas kesehatan, peserta BPJS kesehatan enggan untuk melakukan
pembayaran iuran. Masyarakat memiliki persepsi bahwa rugi dan
percuma membayar iuran kalau kartu BPJS Kesehatannya tidak
digunakan (tidak sakit). Ketika tidak sakit, peserta merasa tidak
menggunakan BPJS Kesehatan. Uang yang telah dibayarkan dianggap
menjadi “uang mati” dan tidak bisa ditarik, sedangkan keluarga me-
rasa uang tersebut masih dapat digunakan untuk keperluan lain.
Masyarakat akan melakukan pembayaran apabila dirasakan akan
melakukan pengobatan di faskes dan membutuhkan biaya sangat
besar. Masyarakat akan melakukan pembayaran untuk sesuatu yang
langsung mereka rasakan.

Sebagai konsumen, masyarakat memiliki persepsi kerugian
terhadap apa yang dibayarkan apabila tidak mendapatkan manfaat-
nya (Prasetijo & Ihalauw, 2004). Meskipun masyarakat telah men-
dapatkan jaminan ketika sakit, dan jumlah jaminan yang diterima
lebih besar dari iuran yang telah dibayarkan, peserta akan merasa
rugi apabila pembayaran dilakukan dalam keadaan sehat. Schiffman
and Kanuk (2004) menyatakan bahwa individu cenderung akan
memperhatikan hal-hal yang mereka butuhkan atau inginkan, se-
makin kuat kebutuhan individu terhadap sesuatu, maka individu ter-
sebut akan mengabaikan kebutuhan yang lain. Peserta yang memiliki
penghasilan secara harian/ mingguan cenderung semakin tidak
mengalokasikan khusus ke JKN karena sanksi tidak membayar iuran
tidak langsung dirasakan. Berbeda dengan sanksi menunggak listrik,
apabila terlambat 3 bulan, PLN dapat langsung melakukan pemutus-
an aliran listrik, dan pelanggan langsung mendapatkan dampaknya.
Hal ini sulit dilakukan pada pelayanan kesehatan karena pelayanan
kesehatan merupakan hak rakyat dan menyangkut aspek keselamat-
an seseorang.
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Sebenarnya, iuran BP]S Kesehatan per bulan dirasakan sangat
terjangkau oleh peserta jika dibandingkan dengan jaminan kesehatan
yang diperoleh. luran yang dibayarkan ketika melakukan pendaftar-
an lebih murah dibandingkan jika harus membayar biaya sebagai
pasien umum. Namun iuran ini terasa sangat berat ketika tunggakan
iuran sudah besar. Sebagian besar peserta memiliki tunggakan me-
lebihi penghasilan keluarga dalam sebulan. Setelah keluar dari
rumah sakit, beberapa peserta melanjutkan pembayaran iuran
selama beberapa bulan, namun karena beberapa alasan seperti malas
atau terjadi kekurangan penghasilan pada bulan tertentu, maka
peserta tidak membayar. Bulan berikutnya juga berlangsung seperti
itu sehingga tunggakan akan semakin besar. Beberapa informan bah-
kan memiliki tunggakan yang melebihi pendapatan keluarga per
bulan. Sehingga, ketika peserta menderita sakit pada masa itu pe-
serta memilih menjadi pasien umum ketika berobat di FKTP maupun
FKTL.

Penelitian yang dilakukan oleh Obse et al. (2015) menemukan
bahwa peserta asuransi hanya memahami asuransi sebagai mekanis-
me pembayaran tanpa adanya pembagian risiko antara peserta.
Peserta belum memahami bahwa pembayaran iuran merupakan
bentuk gotong royong yang dapat diberikan kepada peserta lain yang
mengalami sakit. Beberapa peserta BP]JS mandiri yang melakukan
penunggakan iuran di Kabupaten mempersepsikan pembayaran BPJS
kesehatan cukup dilakukan pada saat sakit saja. Paket manfaat
(jaminan kesehatan) yang telah diterima ketika dirawat di rumah
sakit, belum menjadi pertimbangan untuk terus melakukan pem-
bayaran.

Usaha untuk menyadarkan masyarakat dalam hal pembayaran
iuran dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan.
Studi kuasi eksperimen yang dilakukan Khan and Ahmed (2013) di
wilayah Bangladesh yang dilakukan pada pekerja informal menemu-
kan bahwa pekerja informal yang mendapatkan intervensi penyuluh-
an memiliki willingness to pay asuransi kesehatan yang tinggi di-
bandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan penyuluhan
kesehatan. Selain itu, pada kelompok yang mendapatkan penyuluhan
memiliki rasa solidaritas yang tinggi.

Peserta BP]JS mandiri yang tidak memiliki masalah segi pen-
dapatan keluarga seperti pemilik toko di Kota Raha, penunggakan
iuran disebabkan oleh kesibukan aktivitas di rumah sehingga lupa
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melakukan pembayaran. Peserta tidak merasa rugi melakukan
pembayaran walaupun tidak sakit, karena merasa iuran yang telah
dibayar sebagai bentuk gotong royong yang bisa digunakan oleh
peserta lain yang sakit. Mereka mengetahui memiliki tunggakan
iuran BPJS, namun menunda pembayaran karena saat ini belum
membutuhkan jaminan kesehatan dari BPJS (tidak ada anggota
keluarga yang sakit). Antrian pembayaran yang lama di tempat pem-
bayaran seperti Bank, juga membuat mereka malas untuk melakukan
pembayaran.

Kesulitan akses informasi tentang iuran dan mekanisme pem-
bayaran juga menjadi masalah yang ditemukan dalam hasil peneliti-
an ini. Pembayaran iuran yang dilakukan 1 tahun ketika melakukan
pendaftaran, menyebabkan peserta tidak melakukan aktivitas yang
berhubungan dengan pembayaran iuran selama 1 tahun. Sekalipun
peserta mengetahui bahwa mereka sedang menunggak, peserta tidak
mengetahui jumlah tunggakan, kenaikan iuran serta bagaimana cara
membayar iuran. Selama ini KLOK BPJS kesehatan Muna telah
melakukan usaha untuk mengingatkan pembayaran iuran seperti
SMS, surat dan melakukan kunjungan langsung ke rumah untuk
mengingatkan pembayaran dan penagihan iuran. Namun hal ini
hanya dilakukan pada beberapa peserta saja, sedangkan sebagian
besar peserta merasa tidak pernah diingatkan. Peserta merasa malas
untuk mencari tahu atau menanyakan langsung kepada pihak BP]S
Kesehatan terlebih lagi mereka merasa belum akan menggunakan-
nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nopiyani (2015) di Kota
Denpasar yang menemukan bahwa beberapa faktor yang mengham-
bat kepatuhan pembayaran iuran BPJS mandiri adalah kurangnya
pengetahuan tentang iuran dan konsekuensi ketidakpatuhan iuran
dan tidak adanya notifikasi atau pengingat pembayaran iuran.
Schiffman and Kanuk (2004) menyatakan bahwa kesulitan pada
akses informasi dan pembayaran yang dialami konsumen, membuat
mereka enggan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk.

Lokasi dimana masyarakat berada akan mempengaruhi pola
pembayarannya (Sumarwan, 2014). Hasil penelitian ini menunjuk-
kan sulitnya akses informasi paling dirasakan oleh peserta yang
berada di kecamatan yang jauh dari KLOK BP]JS Muna dan daerah
seberang Pulau Muna. Interaksi dengan petugas BP]S hanya terjadi
ketika melakukan pendaftaran. Studi di Ghana menyimpulkan bahwa

Jaminan Kesehatan Nasional 61



peserta yang berada di daerah pedesaan enggan untuk melakukan
pembayaran karena pertimbangan waktu, jarak dan biaya yang harus
dikeluarkan (Amo, 2014). Begitu pula pada peserta yang pendaftaran
BPJS kesehatannya dilakukan oleh anggota keluarga seperti anak
atau suami yang kini tidak berada di rumah. Peserta sama sekali
tidak mengetahui apa-apa tentang pembayaran iuran. Studi
Onwujekwe et al. (2010) juga menemukan bahwa masyarakat pe-
desaan memiliki kemauan membayar yang lebih rendah dibanding-
kan dengan masyarakat perkotaan.

Stimuli yang membangun persepsi individu terhadap sesuatu
dapat terbentuk dari pembelajaran berdasarkan pengalaman konsu-
men sebelumnya, yang terbentuk setelah membandingkan harapan
dan kenyataan yang dialami (Schiffman & Kanuk, 2004). Pengalaman
peserta BPJS mandiri ketika mendapatkan pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan menjadi pembelajaran yang membentuk persepsi
masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk membayar atau
tidak membayar iuran. Peserta BPJS mandiri di Kabupaten Muna
memiliki pengalaman yang beragam selama menjalani perawatan di
fasilitas kesehatan baik dokter keluarga, Puskesmas, RSUD Kab.
Muna maupun rumah sakit yang berada di luar daerah seperti
Baubau, Kendari, Makassar dan Jawa. Di FKTP (Puskesmas dan
Dokter Keluarga) beberapa peserta merasa puas terhadap pelayanan
yang mereka terima, sedangkan sebagian yang lain menyoroti
tentang tidak adanya dokter dan obat yang diberikan tidak memiliki
efek terhadap penyakit yang diderita. Akibat tidak berefeknya obat
yang diberikan, ada peserta yang beralih untuk berobat ke dokter
praktek yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai
pasien umum dan menghentikan pembayaran iurannya. Pada
prinsipnya, pasien akan mencari tempat pengobatan yang terbaik
untuk kesehatannya.

Dalam proses pembayaran suatu barang atau jasa, seseorang
tidak berhenti pada proses menggunakan suatu produk, melainkan
dilanjutkan pada proses evaluasi atas apa yang dirasakan (Schiffman
& Kanuk, 2004; Sumarwan, 2014). Hasil evaluasi akan menghasilan
perasaan puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi ketidakpuasan peserta
terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima di RSUD Kab.
Muna. Faktor utama ketidakpuasan peserta terjadi karena adanya
pembelian obat di apotek luar rumah sakit terutama pada peserta
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yang menjalani perawatan rawat inap. Pasien diarahkan untuk
melakukan pembelian obat di luar dengan alasan obat tidak tersedia
di rumah sakit atau tidak ditanggung oleh BPJS. Jumlah biaya obat
yang dibayar mencapai ratusan ribu rupiah yang melampaui jumlah
iuran BPJS kesehatan yang telah mereka bayarkan. Atas dasar ini
pasien merasa membayar double dan percuma memiliki kartu BPJS
tetapi tidak bisa mencover biaya obat.

Kepuasan terhadap pelayanan akan mendorong konsumen
atau peserta asuransi untuk melanjutkan pembayaran terhadap jasa
pelayanan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan akan menyebabkan
konsumen kecewa dan menghentikan pembayaran kembali atas
produk tersebut (Mowen & Minor, 2002). Penelitian yang dilakukan
oleh Boateng and Awunyor-Vitor (2013) yang dilakukan di Ghana
menemukan bahwa adanya masyarakat yang tidak memperbaharui
asuransi kesehatan yang telah lewat masa berlakunya terjadi karena
rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, tidak memiliki cukup uang
untuk membayar iuran serta memiliki pengalaman pengobatan di
tempat lain yang lebih baik.

Studi kualitatif yang dilakukan oleh (Atinga, Mensah, Asenso-
Boadi, & Adjei, 2012) juga menemukan bahwa masalah yang terjadi
fasilitas kesehatan pada era asuransi kesehatan adalah rendahnya
ketersediaan obat.

Peserta yang ingin langsung mendapatkan pelayanan ke-
sehatan di rumah sakit, mengeluhkan sistem rujukan yang harus
yang mengharuskan adanya surat rujukan dari FKTP ke FKTL. Peser-
ta ingin dirawat di rumah sakit dengan tujuan mendapatkan pelayan-
an kesehatan yang lebih baik. Ketika permintaan surat rujukan tanpa
pelayanan terlebih dahulu di puskesmas tidak dilayani, peserta
merasa disulitkan dan kecewa. Kekecewaan tersebut menghasilkan
keputusan untuk tidak melanjutkan pembayaran iuran karena
merasa percuma kalau tidak bisa digunakan.

Studi di Addis Ababa menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan
kesehatan merupakan faktor yang paling penting untuk diperhatikan,
harus terjadi kesesuaian antara jumlah iuran yang dibayarkan
dengan paket manfaat yang dijanjikan, perbaikan pada ketersediaan
dan kualitas pelayanan harus didahulukan dari pengenalan skema
asuransi (Obse et al, 2015). Begitu pula hasil penelitian di Kota
Denpasar menemukan bahwa ketidakpuasan akan kualitas pelayan-
an kesehatan yang diterima dengan menggunakan BPJS kesehatan
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merupakan penyebab peserta tidak patuh melakukan pembayaran
iuran (Nopiyani, 2015). Meskipun kekecewaan peserta banyak di-
akibatkan oleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan terutama
di rumah sakit, dan bukan pada pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan,
peserta menganggap hal tersebut adalah ketidakbaikan dari BPJS
kesehatan. Hal ini terjadi karena peserta merasa melakukan pem-
bayaran iuran ke BPJS kesehatan, dan BPJS kesehatan bertanggung
jawab terhadap penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Perilaku yang berbeda yang ditunjukkan oleh peserta BPJS
yang rutin melakukan pembayaran iuran. Kelompok peserta yang
rutin melakukan pembayaran adalah mereka yang rutin melakukan
pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan, puas terhadap
pelayanan kesehatan yang peenah mereka terima di rumah sakit
serta sebagai bentuk tabungan bagi keluarga untuk berobat jika
terjadi sakit pada masa yang akan datang. Setiap bulan peserta akan
melakukan kontrol pembayaran dengan rutin pergi ke tempat
pembayaran baik itu melalui ATM atau teller Bank. Setiap bulan
peserta menyisihkan sebagian penghasilan untuk pembayaran iuran
BPJS. Beberapa peserta yang lain melakukan pembayaran peserta
untuk 1 tahun sehingga tidak perlu repot untuk melakukan pem-
bayaran per bulan.

B. Faktor Eksternal

Kelompok acuan melakukan interaksi secara langsung dengan
peserta dan mengetahui kebutuhannya (Prasetijo & lhalauw, 2004).
Seseorang seringkali akan meminta pendapat mengenai sesuatu
produk atau jasa, begitu pula dengan asuransi kesehatan kepada
teman, keluarga atau kelompok acuan lainnya (Sumarwan, 2014).
Keluarga, tenaga kesehatan dan teman merupakan kelompok yang
paling berperan dalam pendaftaran BP]S Kesehatan, tetapi tidak pada
pembayaran iuran peserta. Keputusan untuk melakukan pembayaran
iuran BPJ]S kesehatan tergantung pada pertimbangan internal indi-
vidu. Ketika terjadi sakit, ada kelompok dari luar dirinya yang
menyarankan untuk melakukan pendaftaran BPJS dalam upaya
meringankan biaya berobat di rumah sakit.

Pada peserta yang telah lanjut usia, peran anak sangat besar,
karena anak yang melakukan pendaftaran dan pembayaran BP]S
mandiri bagi orang tua. Dalam posisi ini, keluarga menjadi pihak
yang paling dekat dan mengetahui kondisi internal secara utuh dan
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mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam pembayaran suatu
produk (Brosekhan & Velayutham, 2013). Peserta BP]JS Mandiri yang
lanjut usia menyerahkan urusan pendaftaran dan pembayaran
kepada anak. Sehingga ketika anak tidak memiliki kesempatan me-
lakukan pembayaran, maka secara otomatis akan terjadi ketungga-
kan pembayaran iuran BP]JS orang tua.

Pada daerah pedesaan, ditemukan Kketerlibatan kelompok
acuan seperti tokoh masyarakat, dalam pemilihan fasilitas kesehatan
yang akan dipilih oleh masyarakat. Di wilayah Kecamatan Tongkuno
misalnya, ada kepala desa yang mengarahkan masyarakat untuk
melakukan pengobatan di RS yang berada di Kota Baubau dengan
pertimbangan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dalam
dalam hal pelayanan kesehatan, kelompok acuan menjadi referensi
bagi kelompok lain untuk menggunakan suatu pelayanan kesehatan.
Beberapa kelompok akan dijadikan patokan bagi kelompok kelom-
pok lain dalam memilih dan menggunakan pelayanan kesehatan yang
tersedia di lingkungannya. Hal ini seperti hasil penelitian yang
dilakukan oleh Tran etal. (2016) di Vietnam.

Kelompok acuan bagi peserta BPJS Kesehatan merupakan
orang yang memiliki kedekatan emosional dan mendapatkan keper-
cayaan dari peserta. Sumarwan (2014) berpendapat bahwa kelom-
pok acuan memiliki pengaruh informasi, dimana kelompok acuan
mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seseorang konsumen,
karena memiliki saran yang dipercaya berdasarkan pengetahuan dan
informasi yang lebih baik. Tenaga kesehatan yang mengarahkan
untuk mendaftar ke BPJS kesehatan dianggap memiliki informasi
yang tetap untuk keselamatan pasien. Keluarga dan teman bagi
peserta pasti akan memberikan saran yang terbaik karena hubungan
emosional dan kekeluargaan yang mereka miliki.

Kepala desa dalam posisinya sebagai tokoh masyarakat me-
miliki kekuatan untuk mengarahkan sesuatu sesuai dengan kapasi-
tasnya. Pengaruh kelompok acuan merupakan bagian dari proses
pembelajaran lingkungan. Anggota-anggota kelompok sangat ber-
peran dalam proses sosialisasi konsumen, yaitu bagaimana sese-
orang menjadi konsumen. Dalam interaksinya, sesama anggota
kelompok secara tidak langsung menyampaikan norma-norma dan
nilai-nilai budaya dalam masyarakat (lingkungan), yang mencakup
pelayanan yang akan diterima, kemana seharusnya mendapatkannya,
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dan bagaimana perilaku yang seharusnya terhadap produk atau
merek tertentu (Prasetijo & IThalauw, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria seseorang untuk men-
jadi tokoh masyarakat adalah persuasif kepada masyarakat, banyak
terlibat dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat dan
memiliki keteladanan untuk dijadikan contoh dalam masyarakat.
Hasil penelitian Mladovsky, Ndiaye, Ndiaye, and Criel (2014) yang
dilakukan di Senegal menyebutkan bahwa power, solidaritas dan
nilai yang dimiliki oleh stakeholder merupakan faktor utama dalam
mendorong masyarakat untuk terlibat dalam asuransi kesehatan.
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BAB VI
Solusi Pembayaran luran
BPJS Mandiri

Ada beberapa fakta yang mengonstruksi perilaku masyarakat
dalam pembayaran iuran BPJS mandiri di Kabupaten Muna. Berikut
beberapa usulan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masa-
lah pembayaran iuran BPJS Mandiri.

A. Kader BPJS Kesehatan “3P” (Promotor, Pengingat,
Penerima)

Secara empirik, penunggakan iuran di Kabupaten Muna terjadi
salah satunya karena kesadaran masyarakat untuk membayar sangat
rendah, terutama bagi peserta yang mendaftar ketika sakit dan akses
ke tempat pembayaran dan akses informasi yang sulit terutama pada
peserta yang berada di wilayah pedesaan dan jauh dari KLOK BPJS
Muna. Peserta yang memiliki kesibukan di rumah merasa tidak
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sempat dan malas untuk melakukan pembayaran di tempat pem-
bayaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan suatu model aktif
yang dikembangkan oleh BP]S Kesehatan untuk menjangkau seluruh
peserta yang ada di seluruh daerah dalam upaya memberikan infor-
masi dan edukasi tentang BP]S kesehatan serta mendekatkan pem-
bayaran iuran kepada peserta yang disasar. Beberapa informan me-
nyampaikan agar ada petugas BPJS yang secara rutin datang meng-
ingatkan dan menerima pembayaran iuran. Penelitian ini mengusul-
kan suatu model aktif yang bisa dikembangkan yaitu dibentuk-nya
Kader BPJS Kesehatan “3P” (Promotor, Pengingat, dan Penerima),
yang ditugaskan ke seluruh daerah. Model ini belajar dari sistem
jemput bola yang saat ini dilakukan oleh beberapa asuransi swasta
yang mendatangi peserta dalam mengumpulkan iuran. Usulan solusi
ini juga seperti yang diusulkan Pujiyanti (2015) dalam hasil peneliti-
annya. Saat ini program Kader BPJS juga sudah coba dilakukan oleh
BPJS Pekalongan. Kader BPJS kesehatan sangat baik untuk menerima
pembayaran iuran BPJS mandiri bagi peserta yang berada di wilayah
pedesaan dan pesisir yang tidak memiliki rekening, awam dengan
sistem perbankan dan ATM serta terutama bagi peserta yang me-
miliki penghasilan secara harian atau mingguan.

Nantinya tugas Kader BP]JS Kesehatan bukan semata-mata
sebagai kolektor pembayaran iuran, tetapi sebagai promotor dan
pengingat pembayaran. Target utama Agen BPJS kesehatan adalah
membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran
secara mandiri dengan edukasi dan informasi secara terus menerus.
Peran kader ini dapat didorong pada upaya memberikan pengetahu-
an/ sosialisasi kepada masyarakat tentang keuntungan melakukan
pembayaran iuran dan tatacara pembayaran iuran. Kader BPJS kese-
hatan juga bertugas untuk menampung semua informasi dari peserta
BPJS, seperti alasan menunggak dan pengalaman mereka selama
dirawat di faskes, serta melakukan penilaian terhadap kondisi
ekonomi keluarga peserta.

Kader BPJS Kesehatan 3P, dibekali dengan tanda pengenal dari
BPJS kesehatan serta Alat Tanda Bayar (EDC) yang akuntabel seperti
Poin Payment On Line Banking (PPOB), sehingga peserta ketika
peserta yang melakukan pembayaran menerima tanda bukti pem-
bayaran yang sah dari BPJS kesehatan. Kader BPJS Kesehatan dapat
direktrut oleh BPJS Kesehatan dari berbagai kalangan dengan
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kualifikasi yang telah ditentukkan, dan paling penting memiliki
ketertarikan dan pengetahuan tentang JKN dengan sistem kontrak
kerja. Prioritas utama pemilihan Kader BPJS kesehatan adalah
mereka yang mengetahui kondisi geografis dan wilayah Kabupaten
Muna serta memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa Muna.

Dalam melakukan tugasnya, Kader BPJS Kesehatan bekerja
sama dengan FKTP dan dibekali dengan data by name by adress
peserta BPJS Mandiri. Jumlah Kader BPJS Kesehatan yang ditempat-
kan di Kabupaten Muna disesuaikan dengan pembagian beban pe-
kerjaan. Ada beberapa yang dapat dikembangkan, yaitu 1) pembagi-
an beban kerja berdasarkan jumlah peserta Mandiri (Per 500
peserta, 1000 peserta, dst). 2) berdasarkan Rayon wilayah (klaster),
dengan melihat kedekatan geografis wilayah kerja.

B. Subsidi Iuran dari APBD bagi Peserta BPJS Mandiri yang
Tidak Mampu

Usulan solusi kedua yang dapat dikembangkan di wilayah
Kabupaten Muna adalah membangun desain subsidi iuran dari peme-
rintah baik Pemda maupun Pemerintah Pusat bagi peserta BPJS yang
tidak mampu membayar iuran. Hal ini berdasarkan fakta bahwa
alasan utama masyarakat menunggak iuran karena penghasilan
keluarga yang tidak menentu dan bertambahnya pengeluaran, tidak
diiringi dengan bertambahnya penghasilan.

Dana Subsidi ini dapat disiapkan oleh Kementerian Keungan,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dapat pula diperoleh
dari Dana CSR perusahaan. Dana subsidi juga dapat melalui kerja
sama dengan Pemerintah daerah karena sudah memiliki pengalaman
dalam pengelolah Jamkesda. Berbeda dengan peserta PBI dimana
iurannya telah ditanggung oleh pemerintah dengan syarat yang pasti,
subsidi ini diberikan kepada peserta yang gagal bayar karena naik
turunnya penghasilan. Peserta yang gagal bayar dapat diketahui
melalui hasil verifikasi dari Kader BPJS Kesehatan yang telah rutin
melakukan kunjungan dan penilaian kondisi ekonomi peserta.
Nantinya, subsidi akan membantu pembayaran iuran yang tidak
dibayarkan.

Namun, penting untuk diperhatikan agar program subsidi tidak
membuat peserta menjadi tidak mandiri untuk mengupayakan
pembayaran iuran.
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C. Regular Notification

Regular Notification atau pemberitahuan secara teratur me-
rupakan solusi untuk meningkatkan pembayaran iuran bagi peserta
yang memiliki kemudahan akses ke tempat pembayaran iuran tetapi
lupa atau tidak mengetahui waktu pembayaran iuran. Regular
Notification dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi
informasi seperti SMS. Saat ini hampir semua masyarakat memiliki
alat komunikasi Handphone. Pemberitahun lewat SMS dapat dilaku-
kan setiap bulan yang memuat informasi tentang jumlah iuran yang
harus dibayarkan, waktu dan gambaran tempat pembayaran. SMS
juga berisi Nomor account peserta, agar peserta merasa yakin bahwa
SMS tersebut berasal dari BP]S Kesehatan. Notifikasi pembayaran ini
dapat bekerja sama dengan provider layanan komunikasi.

Untuk mendukung upaya regular notifikasi, perlu dilakukan
pemutakhiran nomor telpon peserta secara rutin. Pada kondisi ter-
tentu, KLOK BPJS Kesehatan dapat melakukan pemberitahuan me-
lalui telpon, seperti jumlah tunggakan iuran peserta yang semakin
membesar. Hal ini karena beberapa dari peserta melakukan penung-
gakan iuran karena jumlah tunggakan yang semakin besar sehingga
berat untuk dibayar.

D. Keterlibatan Aparat Lurah/ Desa Setempat

Keterlibatan Aparat Lurah/ Desa setempat dalam pembayaran
iuran peserta BPJS mandiri dikembangkan dalam upaya mengingat-
kan pembayaran iuran bagi masyarakatnya. Sebagian besar peserta
BPJS mandiri di Kabupaten Muna, berada di wlayah pedesaan. Ke-
dekatan sosial dan emosional antara masyarakat dan aparat peme-
rintahan daerah setempat dapat memudahkan komunikasi persuasif
antara peserta dan aparat lurah/ desa. Aparat Lurah/ Desa yang
dapat dilibatkan seperti Lurah/ Kepala Desa, Kepala Kampung atau
Ketua RT. Posisi aparat desa dalam masyarakat sangat kuat dan
memiliki power untuk mengarahkan peserta BPJS Mandiri.

Kepala Kampung dan Kepala Desa tinggal di tengah-tengah
masyarakat, dan terjalin komunikasi rutin setiap harinya. Potensi ini
dapat dikembangkan dengan melibatkan Kepala Kampung dan/ atau
Kepala Desa sebagai pengingat pembayaran iuran. Pada posisinya,
aparat setempat hanya meningatkan dan memberikan pemahaman
kepada masyarakat, dan tidak bertugas untuk melakukan pengum-
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pulan iuran. Setiap aparat desa diberikan data masyarakat yang ter-
daftar sebagai peserta BP]JS Mandiri, sehingga mereka dapat menge-
tahui masyarakat siapa saja yang terdaftar sebagai peserta.
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APBD

APBN

Basic Need Approach
BGK

BP

BPJS

BPS

BUMD

BUMN

By name by adress

Coding

Coercive power

Decisions Unit

Esteem needs

Expert power

Extendend family
FGD

Glosarium

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Pendekatan kebutuhan dasar

Bawah Garis Kemiskinan

Bukan Pekerja

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
Badan Pusat Statistik

Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Negara

Data yang memuat data individu yang
dilengkapi dengan alamat.

Dalam penelitian kualitatif, sebagai
proses untuk mendeskripsikan setting,
orang-orang, kategori, dan tema-tema
yang akan dianalisis.

Kekuatan yang berbentuk intimidasi
sosial atau fisik. Tidak bertahan lama.
Memberikan hasil yang sementara saja.
Unitt pembuat keputusan

Kebutuhan penghargaan, dihargai, dipuji,
dipercaya

Kekuatan untuk mempengaruhi perilaku
konsumen yang dimiliki oleh seseorang
karena kemampuan mengevaluasi secara
objektif dan informatif.

Keluarga terulur

Focus Group Discussion
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Financial risk

FKTL
FKTP
Functional Risk

General sense

Informative power

JKN

KC
Kebenaran
intersubjektif

Kemensos

KIS

KLOK

MDGs

Nuclear family
PBI

PBPU

Perpres
Physical needs

Physical risk

PLN

PPOB

PPU
Profitability

Prosedur purposif

PU

Risiko produk apabila tidak sesuai
dengan harganya

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Risiko bila produk tidak dapat memberi-
kan Kkinerja seperti yang diharapkan
Pernyataan umum yang mewakili
keseluruhan makna.

Kekuatan untuk mempengaruhi perilaku
konsumen yang dimiliki seseorang
karena mengetahui informasi yang
diinginkan oleh orang lain.

Jaminan Kesehatan Nasional

Kantor Cabang

Kebenaran yang diperoleh dari hasil
interpretasi dari pernyataan beberapa
orang tentang sesuatu.

Kementerian Sosial

Kartu Indonesia Sehat

Kantor Layanan Operasional Kabupaten
Millenium Development Goals

Keluarga inti

Penerima Bantuan Iuran

Pekerja Bukan Penerima Upah

Peraturan Presiden

Kebutuhan yang berhubungan dengan
kondisi tubuh, pangan, sandang, papan
Risiko pada diri sendiri atau orang lain
yang mungkin diakibatkan oleh produk
Perusahan Listrik Negara

Poin Payment On Line Banking

Pekerja Penerima Upah

Kemampuan memberikan keuntungan
Penentuan informan pada penelitian
kualitatif yang dipilih berdasarkan
kriteria terpilih yang relevan dengan
masalah dan tujuan penelitian.

Penerima Upah
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Referent power

Reward power

Risiko legal

RSUD
Safety needs

SDGs

Self actualization
Setting

Social needs

Social power

Social produk

Triangulasi

UHC
Validasi
Verifikasi

Kekuatan yang dapat membuat seseorang
secara sukarela mengubah perilakunya
untuk mengubah perilakunya untuk
menyenangkan dan mengidentifikasi
dirinya dengan orang lain yang dikagumi.
Kekuatan untun mempengaruhi perilaku
konsumen yang dimiliki seseorang
karena mampu memberikan ganjaran
positif yang bisa terbentuk secara kasat
mata

Risiko terjadi tuntutan hukum oleh pihak
ketiga

Rumah Sakit Umum Daerah

Kebutuhan akan rasa aman, seperti
perlakuan adil, jaminan

Sustainable Developement Goals
Kebutuhan aktulisasi diri, mengakui
pendapat orang lain, mengakui kebenar-
an orang lain.

Tempat, waktu, suasana, terjadinya sua-
sana peristiwa

Kebutuhan sosial, seperti diakui sebagai
anggota, diajak berpartisipasi

Kekuatan sosial, situasi dimana kelom-
pok acuan mampu mengubah perilaku
seseorang secara sukarela atau tidak.
Risiko yang ditimbulkan bila ternyata
produk yang dipilih malah menimbulkan
penghinaan dan menimbulkan perasaan
malu

Teknik pemeriksaan keabsahan data
dalam kualitatif yang memanfaatkan
sesuatu yang lain (peneliti, sumber data,
metode dan teori), yang digunakan
sebagai pembanding terhadap hasil
penelitian

Universal Health Coverage

Pemeriksaan keabsahan

Pemeriksaan faktual

Jaminan Kesehatan Nasional 83



Virtual account :  Model pembayaran iuran BPJS mandiri di

mana pembayaran iuran harus dilakukan
1 kali untuk 1 keluarga.

WHO 1 World Health Organization
Willingness to pay :  Kemauan Membayar
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